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Pelayanan prima adalah upaya Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan
pelayanan yang berkualitas, yaitu dapat memuaskan
masyarakat akan kebutuhan informasi. Sebagai lembaga
layanan publik, lembaga kearsipan harus mampu menyajikan
arsip sebagai alat bukti sah, autentik dan terpercaya.

Setiap organisasi akan menghasilkan arsip. Melalui arsip
dapat dipelajari sejarah mengenai kegagalan yang pernah
dialami, keberhasilan prestasi yang pernah diraih suatu
bangsa/lembaga/perseorangan  sehingga dapat dijadikan
sebagai rujukan suatu keputusan/wawasan ke depan. Infomasi
yang terkandung dalam arsip tersebut akan mendukung gerak
langkah jalannya pemerintahan/organisasi.

Arsip akan berfungsi sebagai hiasan atau pajangan saja
apabila tidak dapat dijadikan bahan layanan kepada pengguna.
Oleh karenanya untuk mewujudkan pelayanan informasi arsip
yang prima, diperlukan sarana prasarana dan sumber daya
manusia maupun mekanisme pelayanan yang memadai.

Berkaitan dengan hal di atas, Redaksi Buletin “Warta Arsip”
Vol. VIl No. 1 Tahun 2019 ini menyajikan tema “Arsip di Era
Pelayanan Publik”, dengan artikel berjudul antara lain: Mal
Pelayanan Publik di Banyumas, LKD Kota Magelang menuju
Juara, Era Baru Arsip Sekolah, Memahami Budaya Tertib Arsip,
dan seterusnya.

Kami berharap semoga apa yang tersaji di Buletin “Warta
Arsip” bisa menjadi bahan bacaan dan menambah wawasan
tentang manfaat arsip di era layanan publik. ASN (Aparatur
Sipil Negara) sebagai abdi masyarakat pada era keterbukaan
informasi publik sekarang ini, dituntut dapat memberikan
pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dan
secepat-cepatnya. Pelayanan yang baik dan cepat, membantu
masyarakat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.

Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb

Redaksi

-

N

Redaksi menerima  tulisan yang isinya sesuai dengan Visi & Misi Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah berupa artikel,
berita, karikatur, foto, cerita peristiwa, dll. tentang kearsipan yang
dikirim dalam bentuk hard dan soft copy ke alamat Redaksi di Bidang
Layanan dan Pemanfaatan Arsip.

r Petunjuk penulisan: naskah belum pernah dipublikasikan, ditulis dalam \
bahasa Indonesia, huruf Tahoma 12, spasi 1,5 pada kertas ukuran
legal, 6 s.d. 7 halaman (sudah termasuk dengan beberapa gambar/
foto pendukung cerita).

Buletin Warta Arsip diterbitkan dua kali dalam setahun (Juni dan
Desember) oleh:
\ Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah )
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BERITA UTAMA
Arsip dalam Era Pelayanan Publik

oleh Bapak Prijo Anggoro BR, S.H, M.Si
Kepala Dinas Arpus Prov. Jawa Tengah

ARTIKEL
1. Arsip Tertib untuk Pelayanan Publik Berkualitas Terbaik

oleh Drs. Febriadi, M.Si (hal9 )
2. Publikasi Arsip untuk Penyebarluasan Informasi

oleh Dra. Nurarta Situmorang, M.Si (hal...)
3. Cermat Beralih Media: Tantangan Pengembangan Teknologi Kearsipan

dalam Pelayanan Publik oleh Joseph Army Sadhyoko, S.Hum., M.Hum (hal 12)
4. Menjalin Sinergi OPD dan LKD untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

oleh Fadlilah K, S.IP (hal 16)
5. Pengelolaan Arsip Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di Era JKN

oleh Dr. Yekti Hediningsih, M.Si, Med, SpPK (hal 19)
6. Arsip Mendasari Pelayanan Publik oleh Didik Singgih, SE, M.Si (hal 22)
7. Era Baru Arsip Sekolah oleh Nani Herawati, SH (hal 25)
8. Layanan Publik oleh Tri maryanto AA, S.Sos, MA (hal 28 )
9. Peran Arsiparis dalam Akses Arsip oleh Agus Dwi Kristiyanto, S.Sos (hal 31)

REKAM PERISTIWA

LIPUTAN
1. MPP Kabupaten Banyumas oleh Lilis Ina Riswati, S Sos, M.Si (hal 40 )
WAWASAN
1. Lomba LKD Kota/Kabupaten Tingkat Provinsi

oleh Dra Sri Lestari Handayani, M.M (hal 44 )
2. Lembaga Kearsipan Daerah Kota Magelang menuju Juara

oleh Yuvita PH, S.Sos, M.M (hal 49)

3. Penyusunan Grand Disign Kearsipan di Polines Semarang
oleh Munadi, S.Sos

4. Sistim Kearsipan di Tim PKK oleh Rusidi

5. Pendidikan Profeik dan Sadar Kearsipan, Apa Hubungannya
oleh Firdan Fadlan

(hal 52 )
(hal 56 )
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it l._- t Provinsi Jawa Tengah

rsip sebagai informasi terekam (recorded

information) mengenai dinamika

kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara, merupakan sumber

informasi objektif yang meliputi berbagai
bidang seperti politik, sosial, ekonomi, budaya, ilmu
pengetahuan dan teknologi. Arsip statis (archives)
sebagai salah satu jenis arsip dengan berbagai
bentuk medianya merupakan sumber informasi dan
memori kolektif (collective memory) yang dapat
meningkatkan kesadaran nasional, mempertegas
identitas dan jatidiri bangsa Indonesia. Melalui arsip
statis, dapat dipelajari sejarah mengenai kegagalan
yang pernah dialami dan prestasi yang pernah diraih
bangsa, sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan
untuk memajukan bangsa ke depan.

Sebagai konsekuensi Undang-Undang no. 43
tahun 2009 tentang Kearsipan, maka arsip tidak
hanya sebagai catatan sejarah, tetapi juga sebagai
bukti kinerja organisasi dan aparaturnya, bukti

pertanggungjawaban kegiatan pemerintahan dan
pembangunan, sehingga evaluasi kinerja organisasi
dapat dilaksanakan secara lebih efisien dan efektif.

BERITA UTAMA (@)

ARSIP DALAM ERA
PELAYANAN PUBLIK

Prijo Anggoro BR, S.H, M.Si
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Sejalan dengan reformasi birokrasi, khususnya di
bidang kearsipan, tata kelola arsip yang baik dan benar

diharapkan berdampak pada perubahan mindset
dan culture set para penyelenggara negara dalam
meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja
birokrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang
baik (good governance), dan bersih atau bebas KKN
(clean government).

Undang-Undang nomor: 43 tahun 2009 tentang
Kearsipan, Pasal 36 ayat (4): Lembaga Kearsipan
menyediakan layanan informasi arsip, konsultasi, dan
bimbingan bagi pengelolaan arsip masyarakat sebagai
bagian dari kegiatan sosialisasi kearsipan. Pasal 3
menyebutkan bahwa Penyelenggaraan kearsipan
bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip
yang autentik dan terpercaya, maka Dinas Kearsipan
dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebagai
lembaga kearsipan Provinsi Jawa Tengah vyang
memiliki tugas pokok membantu Gubernur Jawa
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@ BERITA UTAMA

Tengah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di
bidang kearsipan melaksanakan kegiatan pelayanan
kearsipan, meliputi antara lain: peminjaman arsip,
penerimaan kunjungan wisata arsip, penerbitan
naskah sumber arsip, dan fasilitasi layanan di bidang
kearsipan.

Pelayanan kearsipan dilaksanakan berdasarkan
peraturan yang berlaku antara lain: UUD Tahun 1945,
UU nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi  Publik, Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara nomor Per/20/M.
Pan/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Gubernur Jawa
Tengah no. 19 tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi
Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan SOP tentang
Pelayanan Kearsipan.

Kearsipan memiliki fungsi dan peran yang sangat
strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
Pasal 12 dalam Undang-Undang nomor 23 tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan
bahwa, kearsipan menjadi salah satu urusan wajib
pemerintahan non pelayanan dasar yang harus
dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik Provinsi
maupun  Kabupaten/Kota. Implementasi  dari
pelaksanaan Undang-Undang tersebut, Pemerintah
telah mengubah Peraturan Pemerintah nomor 41
tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
menjadi Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun
2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah nomor 36 tahun 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya
perubahan nomenklatur bagi organisasi kearsipan
dan perpustakaan, diharapkan adanya peningkatan
kinerja dalam pengembangan kearsipan dan
perpustakaan yang lebih maksimal.

Penyelenggaraan kearsipan di Jawa Tengah
telah memberikan kontribusi yang sangat besar
terhadap peningkatan kualitas SDM yang berdaya
saing serta tata kelola pemerintahan yang baik,
sebagaimana visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,
yaitu “JAWA TENGAH BERDIKARI DAN SEMAKIN

Warta Arsip. voL Vil No.l, JUNI 2019

SEJAHTERA,” maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
berpartisipasi mewujudkan reformasi pelayanan
publik. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan
dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa
Tengah, diantaranya:

1. Sosialisasi Kearsipan Tahun 2019 di Kota
Pekalongan dan Kota Magelang dengan tema
“Peningkatan SDM Kearsipan dalam mendukung
Tertib Arsip Sekolah”.

Dengan melihat masih banyak sekolah yang
belum melaksanakan tertib administrasi secara
optimal sehingga banyak kasus arsip sekolah
yang hilang/rusak. Petugas/pengelola arsip di
sekolah perlu mengetahui kegiatan pengelolaan
kearsipan mulai dari penciptaan, pemeliharaan,
sampai pada penyusutan arsip di lingkungan
sekolah.

2. Pengembangan SIKD

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima
aplikasi  Sistem Informasi Kearsipan Dinamis
(SIKD) dari Arsip Nasional RI (ANRI), diserahkan
oleh Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan ANRI
Dr. Andi Kasman S.E, M.M kepada Sekretaris
Daerah Provinsi Jawa Tengah yang diwakili
Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah,
Drs. Budi Wibowo M.Si, di Ruang Rapat Lantai
Il Gedung A Kantor Gubernur Jateng, pada hari
Senin 1 Oktober 2018.

SIKD diserahkan sesuai amanat Peraturan
Presiden nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2015-2019, untuk meningkatkan kualitas
pengelolaan arsip dinamis yang efektif, efisien,
melalui penerapan teknologi dan komunikasi,
salah satunya, arsip elektronik atau e-arsip. SIKD
mempercepat penciptaan arsip/surat karena
diakses melalui gadget. Jadi, setiap pimpinan
OPD dapat mengakses, membuat disposisi, dan
seterusnya, secara elektronik melalui gadget.
Sehingga tidak ada lagi delay/keterlambatan
dalam pendistribusian surat. Sistem Informasi
Kearsipan berbasis Web dikembangkan agar
setiap lembaga penyelenggara pemerintahan
melaksanakan  pengelolaan  arsip  secara
menyeluruh, terpadu, dan komperehensif. Hal ini
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harus diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM
khususnya Arsiparis/pengelola arsip agar lebih
memahami teknologi informasi dan komunikasi.
Pengawasan Kearsipan

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi
Jawa Tengah menjadi satu-satunya pemerintah
provinsi yang meraih predikat sangat baik dari
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada
Rapat Koordinasi Evaluasi Hasil Pengawasan
Kearsipan di Padang Sumatera Barat, hari Rabu
tanggal 27 Pebruari 2019.

Penilaian tersebut didasarkan pada hasil
pengawasan kearsipan yang merupakan salah
satu komponen dalam penilaian reformasi
birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri PAN & RB Nomor 30 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman
Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan pada Tahun 2019 melaksanakan
kegiatan Pembinaan Kearsipan OPD (Organisasi
Perangkat Daerah) di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mewujudkan
perangkat daerah sadar tertib arsip menuju
layanan prima kepada masyarakat.

Peluncuran Arsip Elektronik Masyarakat (Arsip
Emas) Jawa Tengah

Launching  Aplikasi  Arsip  Elektronik

Masyarakat Jawa Tengah (Arsip Emas) pada

BERITA UTAMA @)

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Provinsi Jawa Tengah di acara Penghargaan
Pengawasan Kearsipan dari Arsip Nasional Rl di Padang,
27 Pebruari 2019

tanggal 5 s.d 6 Maret 2019 di Surakarta sebagai
upaya penyelamatan arsip baik secara fisik
maupun informasinya yang terintegrasi dengan
teknologi informasi sehingga memberikan nilai-
nilai edukasi kepada masyarakat Jawa Tengah.
Data Arsip ‘Emas’ tersimpan di server
Pemerintah Prvinsi Jawa Tengah. Data yang
dikirim pengguna dari gawai ke server dalam
kondisi terenkripsi. Sehingga tidak memungkinkan
bagi orang lain untuk membuka arsip pengguna.
Arsip yang tersimpan di aplikasi arsip emas adalah
duplikat, tetapi memiliki legalitas hukum yang
dapat digunakan untuk mengurus arsip yang asli
apabila arsip yang aslinya hilang. Contoh seorang
warga desa yang membutuhkan perawatan di
Rumah Sakit, tentu membutuhkan arsip pribadi
seperti KTP, Kartu BPJS, Kartu Keluarga agar
mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya
sehingga cepat tertangani, yang bersangkutan
segera sembuh dan dapat beraktivitas lagi. Dengan
demikian seorang warga negara yang sadar tertib
arsip sejak dini, akan dengan mudah menemukan
dan menggunakan arsip pribadinya tersebut
pada saat dibutuhkan untuk menyelamatkan
hidupnya. Setelah sehat akan dapat bekerja
kembali melanjutkan kehidupannya. Jadi, dalam
hal ini arsip mendukung tercapainya masyarakat
sejahtera, membangun sumber daya manusia dan
pemerintahan yang bersih berwibawa.

Media Komunikasi & Informasi Kearsipan Jawa Tengahs | F
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Aplikasi Arsip Emas untuk menyimpan arsip-
arsip pribadi dan keluarga. Arsip Emas yang
bisa diunduh di Playstore itu memudahkan
penyimpanan arsip keluarga seperti KTP, KK, Akta
Kelahiran, ijazah dan sebagainya. Penginputan
data cukup dengan login, memasukkan username
dan password. Kemudian dokumen difoto atau
dipindai, setelah itu disimpan secara mudah. Data
akan tersimpan, dan dapat dibuka sewaktu-waktu,
di manapun.

o
WRangy., "@m. i

Launching Aplikasi Arsip Emas
(Arsip elektronik masyarakat)
oleh Gubernur Jawa Tengah di Surakarta,
5 Maret 2019.

Di era SDGs sekarang, seluruh OPD berbenah
dan memperbaiki mutu pelayanan publik yang

profesional, menyiapkan fasilitas pendukung
pelayanan, dan melakukan inovasi pelayanan
publik. Bagaimana kita melaksanakan inovasi

pelayanan publik? Ada 4 (empat) kegiatan yang
bisa dilakukan, yaitu membantu, menyiapkan,
mengatur dan menyediakan. Pelayanan dimaksud
harus mengikuti era teknologi sekarang. Masyarakat
berinovasivasi terhadap pelayanan publik dengan
melibatkan elektronik, seiring dengan kemajuan era
teknologi dan digitalisasi. Inovasi Pelayanan Publik
dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Sustainable
Development Goals (SDGs) 2030 yang mempunyai
tujuan pembangunan berkelanjutan, yang disepakati
oleh lebih dari 190 negara, berisi seperangkat
17 goals/tujuan transformatif dan 169 sasaran
pembangunan yang diharapkan dapat menjawab
masalah ketertinggalan pembangunan negara—negara

Warta Arsip. VOL ViIl No.l, JUNI 2019

ARSIP ELERTRONTK HASTARAKAT (ARSTP ENAS)

igka Penyelamatan Arsip
si I]gngar eknuluﬂ Informasi

2l

di seluruh dunia, baik di negara maju (konsumsi dan
produksi yang berlebihan, serta ketimpangan) dan
negara—negara berkembang (kemiskinan, kesehatan,
pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan,
perkotaan, sanitasi dan ketersediaan air minum).
Salah satu tujuannya adalah mengatur tata cara dan
prosedur pembangunan masyarakat yang damai
tanpa kekerasan, non diskriminasi, partisipasi,
tata pemerintahan yang terbuka serta kerja sama
kemitraan multi—pihak.

Arah pembangunan jangka panjang untuk
mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia,
bermoral, beretika, berbudaya dan beradab
melalui pengembangan budaya membaca dan
memasyarakatkan sadar arsip, serta memperluas
reformasi birokrasi, maka Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah berkewajiban
memberdayakan Lembaga Kearsipan untuk mencapai
kinerja pelayanan kearsipan vyang berkualitas.
Lembaga Kearsipan sebagai lembaga pengelola
informasi, melaksanakan optimalisasi kualitas
pelayanan publik agar kebutuhan informasi bagi
masyarakat terpenuhi dan tercapai pengembangan
ilmu pengetahuan secara berkesinambungan.

8 | Media Komunibasi & Infomasi Keansipan Jawa Tengah
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A. Pendahuluan
uncisuksespelayananpublikyangberkualitas
terletak pada tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance) dan tata
kelola pemerintahan yang bersih (clean
government), dan untuk mewujudkannya

telah ditetapkan oleh pemerintah tentang kebijakan

reformasi birokrasi sesuai dengan Peraturan Menteri

Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi nomor 30 tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun

2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi

Instansi Pemerintah.

Salah satu perubahan penting pada Permenpan
dan RB Perubahan tersebut diatas adalah berkaitan
dengan Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (MPMPRB) sebagai upaya
lebih rinci berkaitan dengan Road Map Reformasi
Birokrasi sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri
Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2010-2014. Pada Lampiran
Permen PAN dan RB Perubahan tersebut, telah
dilakukan penambahan target kualitas pengelolaan
arsip pada Program Penataan Tatalaksana yang
bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan
efektifitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang
jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing
instansi pemerintah

Seiring dengan telah dikeluarkan kebijakan
pemerintah terkait dengan reformasi birokrasi, maka
kearsipan telah menempati peran yang strategis
dalam rangka mewujudkan tujuan reformasi birokrasi
yaitu penguatan kapasitas birokrasi pemerintah
untuk pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi,

ARTIKEL (@)

ARSIP TERTIB UNTUK
PELAYANAN PUBLIK
BERKUALITAS TERBAIK

Drs. FEBRIADI, M.Si.

Kasubbag Perencanaan & Pelaporan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dan
Ketua AAI Provinsi Jawa Barat

Kolusi, dan Nepotisme (KKN),
kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,
dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas
kinerja birokrasi. Sejauhmana kearsipan mampu
untuk memainkan peran yang strategis tersebut,
merupakan tantangan serta peluang yang sangat
penting menjadi perhatian seluruh pemangku
kepentingan (stakeholder) urusan kearsipan yang
berada di pemerintah pusat, pemerintah daerah,
sampai ke desa, termasuk peran serta masyarakat
untuk mewujudkan arsip tertib.

meningkatkan

B AREA FERUBAHAM PEFORMAST BIMOERAST
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B. Arsip yang Tertib, Autentik, dan Terpercaya

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa
dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara,

pemerintahan  daerah, lembaga pendidikan,
perusahaan, organisasi politik, organisasi
kemasyarakatan, dan perorangan dalam rangka

Media Komunikasi & Informasi Kearsipan Jawa Tengahs | O



pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara (Undang-Undang Nomor 43 Tahun
2009 tentang Kearsipan).

Sesuai dengan definisi arsip diatas, arsip yang
autentik dan terpercaya dapatdijadikan alat buktiyang
sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Arsip yang autentik dan terpercaya
bermakna  penyelenggaraan  kearsipan  harus
berpegang pada asas keaslian, dan keterpercayaan
arsip sehingga dapat digunakan sebagai bukti dan
bahan akuntabilitas.

R ‘fjl

e

Arsip yang autentik adalah arsip yang memiliki
struktur, isi dan konteks yang sesuai dengan kondisi
pada saat pertama kali arsip tersebut diciptakan dan
diciptakan oleh orang atau lembaga yang memiliki
otoritas atau kewenangan sesuai dengan isi informasi
arsip.

Arsip yang terpercaya adalah arsip vyang
isinya dapat dipercaya penuh dan akurat karena
mempresentasikan secara lengkap dari suatu
tindakan, kegiatan atau fakta, sehingga dapat
diandalkan untuk kegiatan selanjutnya.

Untuk  mewujudkan arsip yang tertib,
autentik, dan terpercaya tersebut maka diperlukan
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pengelolaan arsip yang andal yaitu pengelolaan
arsip yang dilaksanakan berdasarkan sistem yang
mampu menampung dan merespons kebutuhan
perkembangan zaman. Sistem pengelolaan yang
andal memiliki kemampuan menjaring atau
menangkap (capture) semua arsip dari seluruh
kegiatan yang dihasilkan organisasi; menata arsip
dengan cara yang mencerminkan proses kegiatan
organisasi (business process), melindungi arsip dari
proses pengubahan, pengurangan, penambahan,
atau penyusutan dari pihak yang tidak berwenang;
menjadi sumber informasi secara rutin mengenai
kegiatan yang terekam dalam arsip; dan menyediakan
akses terhadap semua arsip berikut metadatanya.

Agar terwujud arsip yang tertib, autentik, dan
terpercaya maka sangat diperlukan tujuan, sasaran
yang jelas dan terukur, arah kebijakan, strategi yang
tepat guna sesuai masalah, masalah pokok, akar
masalah yang dihadapi, serta upaya nyata dalam
bentuk program dan kegiatan yang sesuai dengan
arah kebijakan, strategi yang telah ditetapkan.
Dengan istilah lain diperlukan perencanaan strategis
urusan kearsipan yang harmonis, sinergis mulai
dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Arsip
Daerah Provinsi, Arsip Daerah Kabupaten/Kota, Arsip
Perguruan Tinggi.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Kepala ANRI
Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan
Kearsipan, kinerja kearsipan seluruh instansi
pemerintah, BUMN, BUMD telah dapat diukur melalui
pengawasan kearsipan yaitu suatu proses kegiatan
dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan
standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.
Dalam rangka pengawasan kearsipan, terdapat audit
kearsipan eksternal dan audit internal kearsipan
merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan
evaluasi bukti yang dilakukan secara independen,
objektif dan profesionalberdasarkan standarkearsipan
untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas,
efektifitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan
kearsipan, dengan objek pengawasan adalah pencipta
arsip dan lembaga kearsipan.
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Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional Tahun
2018, secara umum indek kearsipan dapat diketahui
dari peraih predikat sangat baik jumlahnya sangat
kecil, untuk peraihnya predikat cukup jumlahnya
masih banyak, dan masih terdapat objek pengawasan
yang meraih predikat kurang. Oleh karena itu
Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional Tahun 2019
diharapkan terjadi peningkatan yaitu tren peraih
predikat sangat baik meningkat, dan peraih predikat
kurang menjadi hilang.

Hasil Pengawasan Kearsipan tentu dapat menjadi
ukuran keberhasilan dari aspek proses pelaksanaan
tugas pokok, fungsi penyelenggaraan kearsipan
pada masing-masing pencipta arsip maupun
lembaga kearsipan. Namun lebih penting lagi adalah
arsip yang tertib, autentik, dan terpercaya dapat
dibuktikan hasilnya melalui hasil persepsi masyarakat
atau pemangku kepentingan (stakeholder) dengan
pelayanan publik berkualitas terbaik. Dengan demikian
semestinya aspek proses pelaksanaan tugas pokok,
fungsi penyelenggaraan kearsipan yang berhasil, akan
berpengaruh pada hasilnya berupa produk pelayanan
publik berkualitas terbaik.

C. Upaya Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA)
GNSTA digagas sebagai salah satu upaya
untuk peningkatan kesadaran lembaga negara dan
penyelenggara pemerintahan daerah dalam rangka
mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan
melalui aspek kebijakan, aspek organisasi, aspek
sumber daya kearsipan, aspek prasarana dan sarana,
aspek pengelolaan arsip serta aspek pendanaan
kearsipan sebagaimana diatur pada Peraturan Kepala
ANRI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional

Sadar Tertib Arsip.

Upaya GNSTA sampai dengan saat ini mengalami
peningkatan cukup baik, ditandai dengan hasil-hasil
sebagai berikut:

1. Pengelolaan arsip yang berkualitas pada setiap
lembaga negara, instansi pemerintah sudah
menjadi kebijakan nasional berkaitan dengan
pelaksanaan reformasi birokrasi, yang berarti
dalam strategi pengelolaan arsip menjadi bagian
prioritas pembangunan nasional tercapai;

2. Pengawasan Kearsipan oleh ANRI, bekerjasama
dengan Lembaga Kearsipan Provinsi, dan Lembaga
Kearsipan Kabupaten/Kota, Lembaga Kearsipan
Perguruan Tinggi sudah dilaksanakan efektif,
yang berarti strategi tingkat partisipasi pemangku
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kepentingan (stakeholder) dilaksanakan efektif.

3. Pembentukan Tempat Uji Kompetensi (TUK) oleh
ANRI pada Lembaga Kearsipan Provinsi dalam
rangka meningkatkan kualitas sumber daya
manusia kearsipan sudah dilaksanakan secara
bertahap, yang berarti strategi peningkatan
kualitas SDM kearsipan sudah berjalan dengan
baik
Namun upaya GNSTA dilihat dari sistem

perencanaan nasional masih dikatakan belum

efektif karena urusan kearsipan belum tercantum
pada Program Prioritas Nasional 2019. Kondisi ini
tentu menjadi kewenangan ANRI sebagai pembina
kearsipan nasional, dengan harapan arah kebijakan,
strategi urusan kearsipan secara nasional pada tahun

2020 masuk menjadi salah satu Program Prioritas

nasional, tentunya akan sangat berpengaruh sangat

baik terhadap penyusun program prioritas urusan
kearsipan di daerah yang sinergis.

Pengaruh sinergitas perencanaan strategis
nasional dengan daerah untuk urusan kearsipan
terhadap upaya pencapaian tujuan GNSTA, salah
satu indikatornya adalah tingkat kebijakan nasional
kearsipan yang efektif. Karena berdasarkan kebijakan
nasional kearsipan yang efektif akan menjadi pedoman
atau acuan daerah dalam upaya peningkatan kapasitas
organisasi kearsipan yang meliputi pencipta arsip dan
lembaga kearsipan, SDM kearsipan, prasarana dan
sarana kearsipan, pengelolaan arsip, dan pendanaan
kearsipan.

D. Penutup

Arsip yang tertib, autentik, dan terpercaya dapat
terwujud jika pengelolaan arsipnya andal, didukung
dengan arah kebijakan dan strategi yang tepat
berdasarkan identifikasi, analisis masalah, pokok
masalah, dan akar masalah, dan pada akhirnya dapat
dirumuskan program dan kegiatan sesuai dengan arah
kebijakan, strategi yang tepat sebagai upaya-upaya
konkrit.

Dalam rangka pencapaian tujuan GNSTA, salah
satu indikatornya adalah tingkat kebijakan nasional
yang efektif, akan menjadi pedoman atau acuan
daerah dalam upaya peningkatan kapasitas organisasi
kearsipan.

Tentunya harapan dari upaya-upaya yang
dilakukan secara optimal sebagai rangkaian dari suatu
proses, pada akhirnya akan menghasilkan produk
layanan publik kearsipan berkualitas terbaik.
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A. Pendahuluan
da beberapa pernyataan menarik
tentang kerja kearsipan secara umum
pada masa ini. Praktik kerja kearsipan
tidak hanya bersoal jawab dengan
perkara fisik arsipnya belaka, tetapi
lebih kepada “keragaman cara membaca” dan
“untuk kepentingan apa” praktik kerja arsip itu
dikerjakan. Dua pernyataan di atas yang ditandai
dengan tanda petik ini, menjadi permasalahan
populer kearsipan yang hangat dibahas publik
Indonesia (Wardani dan Murti, 2014: xii-xiii). Arsip
sudah masuk dalam klaim-klaim politik kepemilikan
dan kegunaan yang mengundang beragam
kepentingan masuk dibaliknya. Oleh sebab itu
pada era digital seperti saat ini, basis kepemilikan
dan penguasaan data (big data) kearsipan menjadi
modal berharga untuk menentukan kebijakan,
bahkan rencana masa depan sebuah masyarakat,
organisasi publik, dan negara.

Kekayaan informasi yang terekam dalam
arsip dengan jangkauan bidang yang semakin
meluas, menjadikan arsip sebagai rekaman
peristiwa penting yang wajib dijaga, dirawat,
atau bahkan dialihmediakan, guna melindungi
isinya. Kesadaran akan perilaku menjaga arsip dan
memiliki hak mendapatkan informasi publik yang
terekam di dalamnya, sebenarnya sudah muncul
di Indonesia melalui UUD 1945 Pasal 28F. Pada
pasal yang muncul sejak amandemen kedua tahun
2000 tersebut, menyatakan bahwa setiap orang
berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh
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Tantangan Pengembangan
Teknologi Kearsipan
dalam Pelayanan Publik

Joseph Army Sadhyoko, S.Hum., M.Hum.
Arsiparis Suara Merdeka Semarang.

informasi  untuk  mengembangkan  pribadi
dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk
mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah, dan menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Informasi publik yang terekam di dalam arsip
kemudian harus disampaikan secara terbuka,
mudah diakses, cepat dan tepat waktu, biaya
ringan, serta dengan cara sederhana, sesuai
pelaksanaan UU no. 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (KIP). UU KIP ini
menjadi perwujudan amanat Konstitusi Pasal 28F,
bersama dengan diterbitkannya pula setahun
kemudian melalui UU no. 43 tahun 2009 tentang
kearsipan.

Penyelenggaraan kearsipan dalam kaitannya
dengan pelayanan akses informasi publik, harus
memenuhi kriteria jaminan ketersediaan arsip,
serta peningkatan kualitas pelayanan publik
dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang
autentik dan terpercaya. Arsip autentik adalah
arsip yang memiliki struktur, isi, dan konteks, yang
sesuai dengan kondisi pada saat pertama kali arsip
tersebut diciptakan dan diciptakan oleh orang atau
lembaga yang memiliki otoritas atau kewenangan
sesuai dengan isi informasi arsip. Sementara arsip
terpercaya adalah arsip yang isinya dapat dipercaya
penuh dan akurat, karena merepresentasikan
secara lengkap dari suatu tindakan, kegiatan atau
fakta, sehingga dapat diandalkan untuk kegiatan
selanjutnya.
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Untuk mencapai semua keinginan tersebut,
maka kecermatan dalam memilih alih media
menjadi pekerjaan kearsipan yangtidak mudah.
Pencipta dan pengelola arsip harus pandai dan
bijak memilih teknologi yang paling efektif,
serta efisien dalam penerapannya. Oleh sebab
itu, dalam artikel ini akan dibahas beberapa
hal terkait dengan tantangan pengembangan
teknologi kearsipan yang tepat sasaran, dan
pembatasan-pembatasan akses arsip sesuai
dengan yang diamanatkan dalam UU KIP dan
Kearsipan.

B. Pembahasan

Akses arsip adalah ketersediaan arsip
sebagai hasil dari kewenangan hukum dan
otorisasi legal, serta keberadaan sarana
bantu untuk mempermudah penemuan dan
pemanfaatan arsip. Akses arsip yang baik akan
memudahkan penyebaran informasi publik yang
baik dan terkontrol. Oleh sebab itu, “di tengah
rimba” luasnya materi yang harus diarsipkan
atau minimal direkam secara utuh dan disimpan
secara baik, maka dibutuhkan setidaknya
beberapa hal-hal teknis pengembangan
teknologi kearsipan untuk menghadapi beragam
tantangan kerja pengarsipan.

Setidaknya ada tiga tantangan awal yang
besar yang harus dipecahkan pencipta atau
pengelola dalam proses kerja pengarsipan.
Pertama, persoalan logistik. Tidak bisa dilupakan
terkait teknis pengupahan para arsiparis atau
tenaga terampil yang khusus ditugaskan selama
proses pengarsipan. Tidak mudah memilih
orang-orang yang mau “setia” menjalankan
peran ini, sebab bekerja di dunia kearsipan
merupakan “pekerjaan kering” dan “sepi” nyaris
tanpa peminat, bahkan pemerhati jarang ada
yang khusus menghidupi kerja kearsipan. Dalam
kondisi pekerjaan demikian, maka proporsi
antara total kerja kearsipan dengan biaya upah
dari energi yang dikeluarkan harus berimbang.
Perlu kecermatan, ketelitian, keuletan,
kedisiplinan, dan dedikasi yang lebih dalam kerja
demikian.
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Kedua, soal akses pada materikearsipan. Halini
sangat terkait dengan UU KIP yang muncul setahun
sebelum penerapan UU Kearsipan. Dalam UU KIP
ada beberapa pembatasan akses informasi publik
pada hal-hal yang dianggap rahasia, terbatas, dan
ketat, khususnya yang terkait dengan kepentingan
negara dan hal-hal diranah privat sebagai individu.
Adapun yang tidak mudah atau bahkan tidak
dapat diakses, diatur dalam UU KIP Pasal 6, yaitu
informasi yang dapat membahayakan negara;
informasi yang berkaitan dengan kepentingan
perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak
sehat; informasi yang berkaitan dengan hak-hak
pribadi; informasi yang berkaitan dengan rahasia
jabatan; dan/atau informasi Publik yang diminta
belum dikuasai atau didokumentasikan.

Hal serupa juga dituliskan secara tegas pada
asas penyelenggaraan kearsipan pada Pasal 4 UU
Kearsipan, yaitu pelindungan dan penyelamatan
arsip sebagai bahan  pertanggungjawaban
nasional dari kemungkinan kehilangan, kerusakan
arsip yang disebabkan oleh faktor alam, biologi,
fisika dan tindakan terorisme, spionase, sabotase,
perang dan perbuatan vandalisme lainnya.
Pelindungan dan penyelamatan dilakukan
baik bersifat pencegahan (preventif), maupun
perawatan (kuratif). Selain itu, terkait pula
pada penyelenggaraan kearsipan yang harus
memberikan jaminan keamanan arsip dari
kemungkinan kebocoran dan penyalahgunaan
informasi oleh pengguna yang tidak berhak, serta
jaminan terselamatkannya arsip dari ancaman
bahaya, baik yang disebabkan oleh alam maupun
perbuatan manusia.

Ketiga, soal peralatan dan metode perekaman.
Permasalahan teknis ini perlu mendapat perhatian
yang serius. Ketersediaan alat-alat kerja kearsipan
yang “mumpuni” menjadi prasyarat mutlak untuk
bekerja merekam, menyimpan, dan bahkan
mengawetkan informasi yang termuat. Tentu saja
alat-alat tersebut tidak murah dan membutuhkan
investasi yang besar untuk menyediakannya.
Selain itu, alat-alat yang sudah tersedia pun
juga menuntut perawatan maksimal, agar dapat
menghasilkan tampilan-tampilan arsip yang baik.
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Tidak mudah mewujudkan alih media yang Menurut pemerhati kearsipan budaya
ideal dalam kerja kearsipan. Oleh sebab itu perlu Indonesia, Idaman Andarmosoko, secara umum
kerja keras dari para pencipta, pengelola, dan digitalisasi arsip memiliki beberapa keunggulan,
bahkan pengguna untuk sama-sama mendorong antara lain akses, penyebaran penggunaan
pelayanan publik melalui pengaksesan arsip, agar bersama, melindungi resiko fisik, penelusuran
memperoleh hasil sesuai yang diharapkan. Untuk yang cepat, integrasi lintas multimedia, dan
saat ini proses alih media lebih banyak dilakukan pengurangan beban fisik. Dengan keunggulan

dalam wujud digitalisasi, seperti alih format, simpan ini, maka pemilik arsip harus menyusun jabaran
data, penggunaan perangkat lunak, dan perangkat rinci tentang rancangan data dan platform
antar-muka komputer/jaringan telekomunikasi. teknologis yang ada pada satu periode tertentu

(Andarmosoko, 2014: 59-63).

i
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“Digitalisasi / Alih Media Dokumen dan Microfilm”
(diakses dari https://tridoc.co.id/jasa-produk-3doc/digitalisasi-ahli-media/, 20 April 2019)
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Akan tetapi, ketika sudah memilih untuk
melakukan alih media tentu akan muncul
beragam permasalahan yang terpantik keluar,
terkait perubahan teknologi kerja kearsipan
yang dilakukan. Salah satu permasalahan yang
harus segera ditemukan solusi yang jitu adalah
konsekuensi ketertinggalan teknologi. Hal ini
terjadiapabila pengelola atau penciptaarsip tidak
mampu membaca perkembangan teknologi kerja
kearsipan pada zamannya bekerja. Ketika sudah
diputuskan menggunakan teknologi tertentu
untuk bekerja kearsipan, maka Arsiparis harus
berjuang memantau perkembangan teknologi
yang pesat. Bisa jadi teknologi sekarang yang
digunakan, atau yang besok dibeli memiliki
kemanfaatan yang sesuai dengan kebutuhan
zamannya. Jangan sampai apa yang telah dimiliki
dan digunakan menjadi mubazir dan kuno tidak
bisa mengikuti perkembangan zaman, sehingga
harus dijual atau dipinggirkan dalam gudang
barang.

Berikut ini sedikit gambar ilustrasi alih media
ideal yang bisa menjadi contoh. Kecermatan
pencipta, pengelola, maupun arsiparis menjadi
nilai utama dalam pengoperasiaannya.

C. Penutup

Alih media dalam kerja kearsipan sangat
diperlukan, khususnya dalam hal pelayanan
publik. Akan tetapi tetap perlu kecermatan dan
kejelian dalam memilih piranti dan teknologi
yang sesuai dengan kebutuhan zamannya. Tidak
dapat dihindari pada masa kini, pelayanan publik
di segala bidang membutuhkan keakuratan,
kecepatan, dan kemudahan tampilan, serta
akses yang tidak terbatas. Sebagai contoh
pelayanan publik seperti penyediaan data-
data kependudukan (KTP, Kartu Keluarga, akte
kelahiran), pemilikan aset (pajak dan utang
piutang bank), dan data-data kependidikan
(ijazah), jelas membutuhkan penanganan
kearsipan yang memadahi. Perencanaan dan
managemen kerja kearsipan yang matang, serta

terbentuk secara profesional menjadi kunci alih
media akan berjalan lancar.

Perilaku kerja kearsipan ini, seharusnya tidak
hanya diranah pelayanan publik yang bersangkut-
paut dengan pihak negara maupun perbankan
saja, tetapi bisa masuk ke ranah keluarga dan
masyarakat. Ke depan dalam lingkungan terkecil di
keluarga dan masyarakat, bisa mengikuti petunjuk-
petunjuk alih media kearsipan untuk mengamankan
data-data pribadi mereka. Khususnya bagi mereka
yang masuk dalam area rawan bencana. Dengan
kondisi yang begitu kompleks ini, maka tantangan
pengembangan teknologi kerja kearsipan akan
terus mengalami pemutakhiran kerja, fleksibel,
dan solutif menjawab tantangan zaman.
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Arsiparis Madya

did S

i kalangan masyarakat awam sering

muncul pertanyaan mengemuka, apa

kontribusi LKD dalam layanan publik

atau apa peran kearsipan OPD dalam
mendukung layanan publik? LKD

sebagai salah satu OPD di lingkungan pemerintah
provinsi maupun kabupaten/kota tidak jarang
kurang mendapat apresiasi dalam menjalankan
tugas fungsinya, bahkan setiap personel yang
ditugaskan bekerja di LKD maupun di Sekretariat
OPD, kurang percaya diri dengan amanat tersebut.
LKD dan OPD memiliki tugas fungsi yang
berbeda. Perbedaan tersebut semakin nyata
apabila ditinjau dari aspek legal formal yaitu

perundang-undangan kearsipan. LKD wajib
dibentuk oleh pemerintah provinsi maupun
pemerintah kabupaten/kota. LKD memiliki

kewajiban mengelola arsip statis. Sementara itu,
OPD wajib mengelola arsip dinamis dan wajib
membentuk unit kearsipan. Lalu bagaimana
keduanya dapat berkontribusi dalam layanan
publik? Melalui artikel kali ini penulis berharap
dapat memberikan inspirasi dalam menciptakan
dan mengembangkan situasi dan kondisi yang
optimistik tentang peran kearsipan dalam layanan
publik.

ANRI telah menjalankan amanat UU Nomor
43 Tahun 2009 untuk mengadakan pengawasan
kearsipan. Pada tahun 2016 ANRI menjalankan
uji coba dengan mengadakan audit kearsipan
eksternal di LKD Provinsi. Tahun 2017 ANRI
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MENINGKATKAN KUALITAS
LAYANAN PUBLIK

Fadlilah Kusmarni, S.I.P.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

melaksanakan kegiatan audit kearsipan eksternal
di LKD Provinsi dan LKD Kabupaten/Kota yang
kemudian ditindaklanjuti dengan monitoring dan
evaluasi pada tahun 2018. Audit kearsipan internal
kemudian dilaksanakan pula oleh LKD di OPD.

Ada satu hal yang cukup menarik untuk
dicermati dari hasil audit kearsipan eksternal di LKD
Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, yaitu kewajiban
pengelolaan arsip statis belum dijalankan secara
optimal. Kondisi konkret tergambar dari minimnya
khazanah arsip statis. Pengolahan arsip statis
belum menjamin ketersediaan sarana bantu temu
kembali arsip statis baik secara kuantitas maupun
kualitas. Kegiatan preservasi belum menjadi
prioritas. Pemahaman tentang hakekat arsip statis
bahkan belum terpatri dalam kompetensi arsiparis
maupun pengelola arsip.

Sementara itu, audit kearsipan internal
oleh LKD Provinsi Jawa Tengah mengarah pada
satu kesimpulan bahwa sebagian besar OPD di
lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum
menjalankan kewajiban pengelolaan arsip dinamis
yang terdiri dari penciptaan arsip, penggunaan dan
pemeliharaan arsip serta penyusutan arsip. Kondisi
tersebut juga dihadapi oleh LKD Kabupaten/Kota
yang telah mengadakan audit kearsipan internal
atau dikeluhkan dalam menjalankan koordinasi
kegiatan dengan OPD.

Unit Kearsipan OPD yang belum berfungsi
secara optimal merupakan salah satu pemicunya.
Unit Kearsipan wajib dibentuk oleh OPD dan
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memiliki fungsi yaitu : a. pengelolaan arsip inaktif
dari unit pengolah di lingkungannya; b. pengolahan
arsip dan penyajian arsip menjadi informasi; c.
pemusnahan arsip di lingkungan lembaganya; d.
penyerahan arsip statis oleh pimpinan pencipta
arsip kepada lembaga kearsipan; dan e. pembinaan
dan pengevaluasian dalam rangka penyelenggaraan
kearsipan di lingkungannya. Records Centre sebagai
fasilitas penyimpanan arsip inaktif belum tersedia
secara memadai atau belum menjadi prioritas
di setiap pencipta arsip (OPD dan BUMD) sehingga
belum dapat menjamin dilaksanakannya proses
penyusutan arsip secara prosedural.

LKD dapat berperan dalam memberdayakan
fungsi unit kearsipan di setiap OPD. UU Nomor 43
Tahun 2009 mengamanatkan bahwa LKD memiliki
tugas untuk melakukan pembinaan kearsipan
terhadap pencipta arsip di lingkungan masing-
masing. Pembinaan yang dilakukan oleh LKD
akan memberi suport bagi Unit Kearsipan OPD
dalam melakukan pembinaan dan mengevaluasi
penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya.
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Unit Kearsipan memiliki fungsi membina unit
pengolah agar mampu memenuhi tanggung jawab
dalam mengelola arsip aktif hingga menghasilkan
daftar berkas dan daftar isi berkas. Secara berkala,
unit pengolah memindahkan arsip inaktif ke unit
kearsipan disertai daftar arsip inaktif dan berita
acara  pemindahan arsip. Dokumen-dokumen
tersebut  merupakan  output  pengelolaan
arsip dinamis sekaligus sebagai sarana yang
dikontribusikan bagi PPID dalam memberikan
layanan informasi kepada publik. Informasi yang
dilayankan hakekatnya terekam dalam arsip.
Dalam konteks ini, arsip adalah rekaman informasi
yang dibuat dan diterima oleh OPD. Sekretariat
atau Bagian Umum di OPD memegang peran
penting sebagai PPID sekaligus Unit Kearsipan.
Artinya, terdapat kesamaan antara unit yang
menjalankan fungsi unit kearsipan dan unit yang
bertanggungjawab atas pelaksanaan keterbukaan
informasi publik.

Unit Kearsipan secara berkala menindaklanjuti
dengan kegiatan penilaian arsip terhadap arsip-

MANAJEMEN KEARSIPAN (Pendekatan “Life Cyofd" )
dan MODEL PENGELOLAAN ARSIP DI DAERAH

PERAMICAMZAM
SISTEM KEARSIFAM
| DiNaMIS
FEMCOPTARRM MAMEL JEMEM
ARSP o _ ARSIP STATIS
PERANCANGAN
ENGGLMARN STEM KEARSI AN
PEMELIHAR STATIS
PEMYUSUTAM | onnssernmans -|AHI.IISI$I
DINAMIS sreive ; I__j
CPD/PENYELENG GARA k‘"ﬁm
FEMERIMNTAHAM DHERAH D 1 m—
KABLUPATEN/KOTA ATAL PRECHINS E
o H PRESERVASI
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CRGARISAD POLITIK
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arsip yang dipindahkan dan tersimpan di records
centre. Hasil kegiatan ini berupa daftar arsip usul
musnah dan daftar arsip usul serah. Pimpinan
OPD mengajukan usul serah arsip kepada
Pimpinan LKD. Verifikasi dilakukan oleh LKD untuk
memastikan bahwa arsip-arsip tersebut
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tertarik memanfaatkan arsip statis sesuai peran

dan kebutuhan masing-masing. Untuk dapat

menjamin kualitas layanan kepada pengguna arsip

statis, LKD berkewajiban untuk melaksanakan

kegiatan preservasi arsip statis, baik preventif
maupun kuratif.

memiliki  kriteria sebagai arsip Sebagai pencipta arsip, OPD
statis vyaitu berketerangan dapat berperan menyajikan
dipermanenkan dalam informasi  kepada publik
JRA, memiliki nilai guna ~ dengan syarat utama
kesejarahan, dan \'\\ yaitu melaksanakan
telah habis masa LATANAN INFORMAST PUBLINK kewajibanpengelolaan
simpannya. ( of OFD ) arsip dinamis. OPD

Serah  terima AR e — UHITFI'::JEN.;;:E:EIIFM kemudian dapat
arsip akan é ili' 1 berperan dalam
berlangsung \ 1 memperkaya
apabila pimpinan y 2l khazanah arsip LKD
LKD telah ':'""' t o , melalui  kegiatan
menyetujui dengan — j_ :.-h- penyerahan arsip
menetapkan  arsip _# statis. Dalam
usul serah sebagai memperkaya khazanah
arsip  statis.  Serah arsip, LKD  sebagai
terima arsip statis lembaga penerima

merupakan proses akhir dari
kegiatan akuisisi arsip statis,
yaitu proses penambahan khazanah

arsip statis pada lembaga kearsipan yang
dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip
statis dan hak pengelolaannya dari pencipta
arsip kepada lembaga kearsipan.

Setelah melalui proses pengolahan, arsip
statis OPD yang sudah diserahkan kepada
LKD tersebut, dapat diekspose dan disajikan
dalam layanan publik, baik untuk kepentingan
penelitian ilmiah, penelusuran genealogis,
pembuktian sejarah, dan sebagainya. Sarana
bantu penemuan kembali arsip statis untuk
layanan publik dapat berupa Guide Khazanah
Arsip, Guide Tematik, Daftar Arsip, maupun
Inventaris Arsip. LKD dapat menempuh upaya
publikasi untuk hasil pengolahan arsip tersebut
agar publik dapat mengetahui dan selanjutnya

bertindak pro aktif dengan

‘ilemput bola’ arsip statis di

OPD. Artinya, arsip statis di LKD

tidak serta merta bertambah tanpa adanya

proses akuisisi dan berjalannya tugas pembinaan
kearsipan.

Apabila pendekatan life cycle tersebut
berhasil ditempuh, kearsipan secara optimistik
akan memberikan ‘benefit’ bagi pemerintah
dan masyarakat dalam layanan informasi
kepada publik. Sinergi OPD dan LKD merupakan
suatu kebutuhan. Sebagai OPD, LKD mampu
memberikan kontribusi penting bagi pemerintah
daerahnya dalam penyelamatan aset vyaitu
berupa rekaman informasi tentang jati diri
daerahnya. Jati diri tersebut menjadi simpul
penting dalam membentuk jati diri bangsa yang
dapat dimanfaatkan oleh publik, kini dan esok.

I8  Media Komunibasi & Informasi Kearsipan Jawa Tengah



Warta Arsip. VOL ViIl No.l, JUNI 2019
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rsip (records) terdiri dari informasi
yang dibuat, diterima dan dipelihara

sebagai bukti kegiatan. Menurut
Undang-Undang Nomor 43 Tahun
2009 tentang  Kearsipan, vyang

dimaksud dengan arsip adalah rekaman kegiatan
atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media
sesuai dengan perkembangan teknologi informasi
dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh
lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga
pendidikan, perusahaan, organisasi politik,
organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan
dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.

Arsip terdiri dari beberapa bentuk sesuai

dengan fisiknya:

1. Tekstual (arsip dalam bentuk kertas),
contoh: akte kelahiran, rekamedis pasien,
resep dokter, hasil/report laboratorium,
dll.

2. Non Tekstual (arsip dalam bentuk khusus):
foto, cetak biru, peta, file audio, foto medis
sinar-x.

3. Arsip Elektronik (arsip yang diciptakan
melalui teknologi): office, database, data
aplikasi, Web, dan e-mail

Dokumen/Arsip adalah rekaman sebuah
informasi dari perjalanan suatu organisasi.
Pengertian tentang records (arsip) meliputi peran
dokumen vyang mendasari kehidupan suatu
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_ Pengelolaan Arsip
Informasi Kesehatan
Secara Terintegrasi

Dr. Yekti Hediningsih, MSi. Med, SpPK.
Dokter Spesialis Patologi Klinik
Balai Labkes dan PAK Jawa Tengah

organisasi dari waktu ke waktu, hubungan peserta
dalam masyarakat, dan hubungan antara records
dengan records lain.

Arsip dalam dunia medis (kedokteran)
dikenal sebagai rekam medis, yang memegang
peranan sangat utama dalam layanan kesehatan
masyarakat. Di Indonesia, keberadaan rekam
medis diatur dalam Permenkes No. 269/Menkes/
Per/Ill/2008, dimana setiap dokter dalam
menjalankan praktek kedokteran wajib membuat
rekam medis. Rekam medis ini dibuat segera dan
dilengkapi setelah pasien menerima pelayanan.

Pembuatan rekam medis dilaksanakan
melalui pencatatan dan pendokumentasian
hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan
pelayanan lain yang diberikan kepada pasien.
Setiap rekam medis harus dicatatinformasi seperti:
nama, waktu dan tanda tangan dokter atau tenaga
kesehatan tertentu yang memberikan palayanan
kesehatan secara langsung, sebagai informasi
tertulis tentang perawatan kesehatan pasien.
Rekam medis digunakan dalam pengelolaan dan
perencanaan fasilitas dan pelayanan kesehatan,
penelitian medis dan kegiatan statistik pelayanan
kesehatan, hanya digunakan untuk intern sejawat/
tenaga medis yang membidangi.

Arsip rekam medis merupakan arsip vital
bagi rumah sakit, sehingga tidak semua dapat
mengaksesnya secara langsung. Oleh karena itu
harus ada aturan-aturan yang dibakukan terlebih
dahulu. Arsip rekam medis adalah arsip dinamis
yang pada dasarnya bersifat tertutup.
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Gambar 1. Sistem Rekam Medis berbasis elektronik

Gambar 2. Pengisian Rekam Medis berbasis
elektronik

Fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di
Provinsi Jawa Tengah sampai dengan tahun 2018
jumlahnya berkisar 881 Puskesmas, 231 Rumah
Sakit Umum (RSU), 49 Rumah Sakit Khusus
(RSK), 13 Balkesmas / BKIM (Pusat dan Daerah),
36 Laboratorium Kesehatan Pemerintah, 122
Laboratorium Kesehatan Swasta, 3.013 FKTP
yang sudah kerjasama dengan BPJS, 1.115 Praktik
Dokter Mandiri; 303 Praktik Dokter Gigi Mandiri;
678 Klinik Pratama, dan 3467 Apotek. Dari data
tersebut, dapat diperkirakan banyaknya data tata
kelola rekam medis yang ada saat ini . Banyaknya
masyarakat yang memperoleh perawatan pada
beberapa fasyankes menjadikan adanya alasan
mengenai  pentingnya kegiatan pengelolaan
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rekam medis yang terintegrasi. Hal ini berfungsi
untuk menyediakan informasi kesehatan secara
komprehensif kepada pasien dan staf medis dalam
membantu pelayanan kesehatan yang lebih baik.
Di era sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),
dimana rujuk jejaring menjadi dasar tata kelola
kesehatan masyarakat, maka pengelolaan rekam
medis yang terintegrasi, efisien dan cepat menjadi
kebutuhan sangat mendesak dan harus segera
difasilitasi.

Elemen yang diperlukan dalam penerapan
sistem manajemen informasi kesehatan vyang
terintegrasi dapat dibagi ke dalam lima elemen,
yaitu: Sumber Daya Manusia, Kebijakan dan
kelembagaan, Penerapan sistem, Data dan
pengelolaannya, serta Akses dan integrasi data.
Pada model pengelolaan rekam medis yang
terintegrasi, harus menyediakan akses terhadap
informasi kesehatan pasien dan memungkinkan
pertukaran data yang dikelola beberapa petugas
medis, pengelola data pasien dan fasyankes lain.
Hal ini didukung oleh sebuah Sistem Manajemen
Informasi Kesehatan (SMIK) yang dilengkapi dengan
sistem keamanan data dan adanya dukungan dari
top manager dari masing-masing fasilitas layanan
kesehatan (fasyankes) tersebut.

Gambar 3. Sistem Manajemen Informasi Kesehatan
lintas fasyankes3

Sumber daya manusia (SDM) berperan
sebagai staf pelayanan kesehatan dan provider
informasi, pengelola data dan sistem serta
pengguna informasi. Kebijakan dan kelembagaan,
terkait dengan pengelolaan informasi, akses data,
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privasi dan keamanan data serta kebijakan kepala
fasyankes untuk mendukung pelaksanaan SMIK
yang terintegrasi, bersumber pada anggaran.
Penerapan sistem harus disesuaikan dan dapat
digunakan pada seluruh fasyankes yang menjadi
anggota SMIK yang terintegrasi serta memudahkan
pasien dan tenaga medis untuk melakukan akses
informasi.

Semua data pasien akan dikelola dalam format
elektronik. Data tersebut dapat juga dikelola dalam
bentuk ringkasan sehingga memudahkan pasien
dan tenaga medis untuk menggunakannya. Hal
yang penting dalam pengelolaan data pasien yaitu
adanya format data umum yang dapat digunakan
seluruh fasyankes. Format sebaiknya memenuhi
ruang lingkup persyaratan akreditasi masing-
masing fasyankes. Akses dan integrasi data,
diperlukan untuk memudahkan para pasien dan
petugas medis dalam memperoleh data pasien
secara real time. Data yang disediakan dapat
merupakan data pasien secara keseluruhan atau
data tertentu, tergantung dari kebijakan fasyankes
dan ijin dari pasien. Hal penting yaitu bagaimana
data kesehatan seorang pasien dari berbagai
fasyankes dapat terintegrasi. Hal ini dapat dilakukan
dengan mengintegrasikan data pada sebuah sistem
pengelolaan informasi kesehatan.

Adapun model dalam pengelolaan informasi
kesehatan pasien yang terintegrasi harus
memungkinkan terciptanya pertukaran data
kesehatan pasien yang dikelola beberapa staf
medis, para pengelola data pasien dan fasyankes
lain. Dalam kegiatan ini dibutuhkan adanya
kontrol dari server sebagai pengelola sistem
dan pengelola informasi kesehatan pasien, yang
menjaga keamanan informasi. Server juga akan
menentukan data: darimana dan siapa yang dapat
melakukan akses. Sistem yang disediakan dapat
berupa aplikasi berbasis website.

Perkembangan teknologi informasi di era
digital yang cepat dan signifikan mempengaruhi
secara esensial pengelolaan arsip, sesuatu hal
yang tidak terhindarkan sebagai bagian dari
proses modernisasi . Pengelolaan arsip elektronik
membuat fasyankes pada saat terjadi bencana
dapat memiliki opsi recovery dengan back-up
data. Kelebihan yang tidak dengan mudah mampu
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dilakukan dalam pengelolaan arsip fisik. Arsip
elektronik diadopsi oleh banyak fasyankes karena
menciptakan sistem administrasi publik yang lebih
efektif dan transparan sehingga di masa depan
dengan terintegrasinya sistem ini ke berbagai
fasyankes akan memudahkan transfer data pasien
dalam rujuk berjenjang di era JKN.

Manajemen kearsipan rekam medis harus
menyadari dan memahami dinamika sosial dalam
berbagai tantangan dan kemungkinan yang ada
pada pengelolaan arsip rekam medis di era digital.
Implementasi terbaik dari suatu perubahan sistem
membutuhkan pendekatan yang lebih kompleks
dengan mempertimbangkan berbagai sudut
pandang pengguna dan juga kolaborasi dengan
berbagai pihak terkait dalam menjelaskan manfaat
dan fungsi dari sistem pengelolaan yang baru.
Harapannya supaya segera muncul antusiasme atas
pemanfatan sistem baru dan mempercepat hasil
positif dari adaptasi sistem dan tren terbaru, demi
mewujudkan layanan kesehatan yang semakin baik
dan memuaskan.
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Latar Belakang
elaksanaan kegiatan pemerintahan yang
dikedepankan adalah pelayanan kepada
masyarakat atau publik, meliputi pelayanan
publik itu sendiri, penyelenggara pelayanan
publik, target pelayanan puiblik. Apa yang
dimaksud dengan beberapa hal dalam pelayanan
publik tersebut? Kemudian kalau dilihat dari judul
di atas apa hubungannya antara Pelayanan Publik
dengan Arsip. Judul sekaligus thema tulisan ini
adalah Arsip mendasari Dalam Pelayanan Publik.
Ada dua alternatif judul yuang satunya lagi adalah
Arsip Mewarnai Dalam Pelayanan Publik. Apa makna
perbedaan mendasari dan mewarnai? Dasar itu
merupakan fondamen dari suatu bentuk konstruksi
sedangkan warna itu merupakan tidak lanjut dari
suatu titik akhir konstruksi. Melihat argumen ini
dipilihlah dasar sehingga thema sekaligus judul
tulisan ini adalah Arsip mendasari Dalam Pelayanan
Publik

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik Pasal 1 ayat 1. Pelayanan publik
adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap
warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/
atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik.

Dalam Undang Undang tersebut sangat
jelas bahwa dalam pelayanan publik siapa yang
menyelenggarakan pelayanan, target pelayanan,
wujud pelayanan yang harus dipenuhi yang
berdasarkan pada tolok ukur baku. Selain definisi
pelayanan publik, perlu diperjelas definisi yang lain
terkait dengan tulisan ini.

Sedangkan dalam Undang Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 ayat
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ARSIP MENDASARI
DALAM PELAYANAN PUBLIK

DIDIK SINGGIH HADI, SE, M.M
Widyaiswara Ahli Madya
BPSDMD Prov. Jawa Tengah

2 yang dimaksud dengan Penyelenggara pelayanan
publikyangselanjutnyadisebut Penyelenggaraadalah
setiap institusi penyelenggara negara, korporasi,
lembaga independen yang dibentuk berdasarkan
undang undang untuk kegiatan pelayanan publik,
dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata
untuk kegiatan pelayanan publik.

Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya
disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas,
dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi
penyelenggara yang bertugas melaksanakan
tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan
publik (Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik Pasal 1 ayat 5)

Masyarakat adalah  seluruh  pihak, baik
warga negara maupun penduduk sebagai orang
perseorangan, kelompok, maupun badan hukum
yang berkedudukan sebagai penerima manfaat
pelayanan publik, baik secara langsung maupun
tidak langsung (Undang Undang Nomor 25 Tahun
2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 1 ayat 6)

Standar pelayanan adalah tolok ukur/pedoman/
acuan penyelenggaraan pelayanan dan penilaian
kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji
penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka
pelayanan vyang berkualitas, cepat, mudah,
terjangkau, dan terukur (Undang Undang Nomor 25
Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 1 ayat 7).

Pembahasan

Pelayanan publik memprioritaskan standar
pelayanan. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang
dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan
sebagai kewajiban dan janji penyelenggara
kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang
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berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur
(Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik Pasal 1 ayat 7).

Gabungan atas layaknya pelayanan publik yang
disyaratkan terlihat dalam perundang undangan
maupun kajian ilmiah berupa buku ataupun hasil
riset pada satu pihak dengan keberfungsian arsip
di lain pihak di analisis. Gabungan keduanya yang
turut memperkokoh integritas pelayanan public
terlihat dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun
2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 1 ayat 7 kata
terakhir “terukur” dan kajian ilmiah tentang ciri-ciri
pelayanan publik yang baik adalah memiliki unsur-
unsur antara lain: memberikan jaminan kerahasiaan
setiap transaksi. Bagaimana melihat pelayanan
publik yang “terukur”? Contoh konkrit yang bisa
diketengahkan adalah contoh Pelayanan Publik:
Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Bagaimana melihat pelayanan publik yang
memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi?
Tolok ukur Pelayanan yang dikatakan “measurable”
atas layanan STNK itu apa saja?

1. Jaminan Arsip yang memberikan kerahasiaan
atas Kendaraan bermotor terdiri atas:

- Surat surat dari Pabrikan Kendaraan

itu sendiri yang menerangkan tentang

ARTIKEL (@)

spesifikasi jenis kendaraan, asal Negara
kendaraan, Tahun pembuatan, panjang
dan lebar kendaraan tingginya kendaraan,
besarnya kapasitas mesin dan hal-hal yang
berhubungan dengan keluaran kendaraan.
Arsip yang demikian ini akan tersimpan di
Samsat.

Surat surat yang menunjukkan kepemilikan
atas kendaraan terdiri atas BPKB, STNK,
faktur pembelian kendaraan akan disimpan
oleh pemilik kendaraan itu sendiri.

Pelayanan yang “measurable” terdiri atas:

Hal yang terukur bisa disebut yang pertama
adalah biaya pajak kendaraan itu sendiri
(biaya perpanjangan STNK).

Waktu pelayanan pembayaran pajak
kendaraan itu sendiri (biaya perpanjangan
STNK).

Bukti atau tanda bahwa wajib pajak telah
melakukan kewajibannya bisa dilihat dari
faktur pajak itu sendiri dan legalisasi atas
STNK pada tahun yang dimaksud.
Arsip/surat yang harus disodorkan saat
perpanjangan STNK terdiri dari : KTP pemilik
dan STNK pemilik kendaraan itu sendiri.

Hal- Hal yang measurable itulah yang membuat

Pelayanan di Samsat DKI Jakarta saat launching Samsat digital (Repro Tajuktimur.com 28 Maret 2018)
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Pelayanan Publik menjadi baik dan berjalan lancar
serta menjadi cirikhas dari suatu pelaksanaan
kegiatan yang senyatanya pada pelayanan
perpanjangan STNK. Masyarakat sangat diuntungkan.
Contoh ke dua yang menjadi bahasan kaitan
Pelayanan Publik dengan Arsip yaitu Pelayanan Tiket
Kereta api. Tolok ukur Pelayanan yang dikatakan
“measurable” atas layanan Tiket Kereta Api itu apa
saja’?
- Reservasi
Saat ini penumpang bisa membeli tiket jauh
hari sebelum pemberangkatan hari “H” nya.
Bahkan untuk Lebaran bisa dipesan tiga bulan
sebelum tranggal keberangkatan. Syarat Arsip/
dokumennya adalah Identitas diri. Bisa KTP, SIM,
ataupun passport tentu dengan uang seharga
tiket itu sendiri.
- Checkin
Setelah mengantongi bukti transaksi atas
pembelian tiket adalah melakukan pencetakan
Tiket tatkala mau berangkat dengan cara
menuliskan Kode check in tatkala mau mencetak
tiket di Stasiun yang dimaksud. Kode check
in inilah merupakan arsip yang rahasia yang
dipegang oleh pemesan tiket itu sendiri.
- Boarding pass
Ketika mau masuk stasiun dan menaiki kereta
yang dimaksud harus ada kesesuaian antara
Nama dan kode identitas yang tertera pada tiket

L]

e +— .
Layanan Reservasi tiket Kereta Api di Gambir (repro: Yulaika Ramadhani - 3 Januari 2019)
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dengan identitas diri yang dimaksud. Bisa KTP,

SIM, ataupun passport.

Hal- Hal yang measurable itulah yang membuat
Pelayanan Publik menjadi baik dan berjalan lancar
serta menjadi ciri khas dari suatu pelaksanaan
kegiatan yang nyata pada pelayanan tiket Kereta Api.
Masyarakat sangat diuntungkan.

Dua contoh di atas merupakan sampling yang
sangat subyektif untuk diketengahkan dalam
pembahasan ilmiah ini. Contoh lain masaih banyak
yang bisa diangkat untuk memperkuat argument
adanya keterkaitan dasar penguatan atas Arsip
dengan Pelayanan Publik.

Simpulan

Pelayanan Publik yang baik harus measurable.
Indikator indicator atau prasyarat yang harus
dipenuhi oleh Pelayan publik harus jelas dan
gambling sehingga para pihak bisa mempersiapkan
dokumen/arsip yang dimaksud.

Pelayanan publik harus measurable dalam kaitan
penyelesaian waktu penyelesaiannya. Sehingga
para pihak bisa menunggu waktu yang dimaksud.
Kepuasan Pelanggan (masyarakat) menjadi tolok
ukur.

Para pihak dalam melaksanakan Pelayanan
Publik mempunyai tolok ukur dokumen yang harus
dipersiapkan dan diterima sebagai konsekuensi
pelaksanaan administrasi yang ada.

| ¥ e 2
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enjadi sebuah keprihatinan

bagi insan kearsipan, manakala

terjadi  kehilangan arsip yang

merupakan arsip penting bahkan

merupakan indentitas sekolah,
yang dibutuhkan sebagai bahan bukti legalitas
pendidikan seorang alumni. Faktanya ketika seorang
alumni sekolah mencalonkan diri sebagai Legislatif
dan Pejabat Negara, tidak cukup melampirkan
ijazah yang telah dilegalisir namun Instansi yang
berwenang juga akan konfirmasi kepada sekolah
untuk cek data legalitas ijazah alumni. Data alumni
sangat tersentral pada Buku Induk Sekolah, karena
Buku Induk memuat identitas siswa beserta nilai
rapot dan Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Siswa.
Begitupun ketika alumni kehilangan ijazah, maka
sekolah akan membuka kembali Buku Induk sebagai
referensi keabsahan siswa ketika bersekolah.

Permasalahan klasik arsip vital sekolah pada
masing-masing sekolah belum dikelola dengan
baik, sehingga banyak arsip yang rusak dan
bahkan hilang. Jenis arsip vital sekolah antara
lain: surat keputusan pendirian sekolah dan surat
ijin operasional sekolah, sertifikat akreditasi
sekolah, buku induk, foto copi ijazah dan SKHU.
Surat Keputusan Pendirian Sekolah dan Surat
ljiin Operasional Sekolah  digunakan sebagai
persyaratan pencairan bantuan sekolah.
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten
Purbalingga sejak Tahun 2015 mengadakan
kegiatan kearsipan yang bertujuan menyelamatkan
dan melestarikan arsip sekolah yaitu:

ERA BARU
ARSIP SEKOLAH

Nani Herawati, SH

Ka Sie Binwas dan Layanan Kearsipan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Purbalingga

Kondisi buku induk sekolah yang rusak

1. Bimbingan Teknis (Bimtek) Arsip Sekolah

Bimtek dilaksanakan dalam rangka peningkatan
kompetensiSDM KearsipanSekolah danpenyelarasan
penyelenggaraan kearsipan yang sesuai norma.
prosedur dan kaidah kearsipan Nasional. Seluruh
Pengelola Arsip Sekolah SMP, SMA / SMK Negeri dan
Swasta secara bertahap telah mengikuti kegiatan
Bimtek Kearsipan.

Bimtek Arsip Sekolah di Gedung Ardi Lawet
Kabupaten Purbalingga
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2. Pembinaan Kearsipan

Pembinaan kearsipan merupakan kelanjutan
kegiatan Bimtek Kearsipan, dilaksanakan setelah
PengelolaArsipSekolahmengikutiBimtek.Pembinaan
kearsipan bertujuan untuk monitoring dan evaluasi
terhadap pelaksanaan hasil Bimtek Kearsipan serta
pemberian bantuan sarana dan prasarana kearsipan
sebagai simulasi penyelenggaraan kearsipan sekolah.

Pembinaan Kearsipan kepada Pengelola Arsip
SMPN 2 Purbalingga

3. Pendampingan Pengelolaan Arsip Sekolah
Kegiatan pendampingan pengelolaan arsip
sekolah adalah inisiatif dari sekolah dengan tujuan
agar Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten
Purbalingga memberikan bekal pengelolaan arsip
sekolah kepada segenap jajaran sekolah. Kegiatan
pendampingan ini berupa teori dan praktek
pengelolaan arsip dalam rangka pelestarian
dan penyelamatan arsip sekolah yang meliputi
pengelolaan arsip dinamis, arsip vital dan arsip statis
sekolah, termasuk kegiatan penyusutan arsip.

§ |~ o

Pendampingan Pengelolaan Arsip
di SMPN 3 Purbalingga
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4. Digitalisasi Arsip Sekolah

Kegiatan alih media atau digitalisasi arsip sekolah
fokus pada arsip vital sekolah yaitu Buku Induk dan
ljasah serta SKHU Siswa. Tujuan digitalisasiantara lain
adalah menyediakan back up arsip sekolah, sehingga
apabila terjadi kerusakan dan kehilangan arsip telah
tersedia dalam bentuk digital, memudahkan alumni
dalam mendapatkan data ketika akan mengadakan
reuni, meningkatkan layanan arsip sekolah karena
untuk keperluan apapun, arsip dapat diakses dan
disajikan dengan mudah.
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5. Preservasi Arsip Sekolah

Preservasi Arsip Sekolah adalah kegiatan
perbaikan arsip sekolah terutama buku induk
yang telah rusak baik oleh hama, alam maupun
penyimpanan arsip yang tidak baik. Kurun waktu
penciptaan arsip buku induk adalah seusia dengan
pendirian dan ijin operasional sekolah. Sekolah
tertua untuk tingkat SMP Negeri berdiri tahun
1960 sedangkan termuda berdiri Tahun 1985.
Penyimpanan yang tidak tepat menyebabkan arsip
yang telah berusia tua dalam kondisi yang rapuh dan
rusak.

6. Lomba Tertib Arsip Sekolah

Lomba Tertib Arsip Sekolah diselenggarakan
dalam rangka memberikan motivasi dan apresiasi
positif kepada Sekolah yang telah menyelenggarakan
kearsipan dengan baik dan benar serta mampu
memberikan layanan kearsipan dengan sistematis
dan praktis melalui ide novasi terhadap arsip
sekolah. Lomba Tertib Arsip Sekolah juga bertujuan
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Arsip yang telah dipreservasi

agar tersedia Sekolah Percontohan Tertib Arsip di
Kabupaten Purbalingga.

Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan
Nasional dan Hari Ulang Tahun Arsip yang ke 48
Tahun 2019 ini, Pemerintah Kabupaten Purbalingga
menyelenggarakan Lomba Tertib Arsip Sekolah pada
Bulan Maret - April 2019 dengan peserta 10 Sekolah
Menengah Pertama (SMP) Negeri di Wilayah
Kabupaten Purbalingga.

ARTIKEL (@)

Penilaian Lomba Tertib Arsip Sekolah meliputi 6
indikator yaitu tersedianya Tenaga Teknis Kearsipan,
Anggaran Kearsipan, Sarana dan Prasarana
Kearsipan, Pengelolaan Arsip, Sistem Kearsipan
dan Layanan Kearsipan yang sistematis dan praktis.
Penilaian dilaksanakan melalui 2 tahap vyaitu
penilaian pertama dilaksanakan pada Bulan Maret
2019 guna menetapkan 6 besar, sedangkan penilaian
tahap ke 2 guna menentukan pemenang 1, 2 dan 3.
Masing-masing pemenang berhak mendapatkan
Piala, sertifikat dan uang pembinaan.

Berdasarkan rapat Tim Penyelenggara dan Tim
Penilai Lomba Tertib Arsip Sekolah, maka telah
diputuskan bahwa untuk pemenang Lomba Tertib
Arsip Sekolah Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun
2019 adalah :

e Juara ke | diraih oleh SMP Negeri 1 Kemangkon
dan berhak menerima :
e Piala, piagam dan uang pembinaan sebesar

Rp4.000.000,-

e Juara ke 2 diraih oleh SMP Negeri 1 Pengadegan
dan berhak menerima :
e Piala, piagam dan uang pembinaan sebesar

Rp3.000.000,-

e Juarake 3 diraih oleh SMP Negeri 1 Karangmoncol
dan berhak menerima :
e Piala, piagam dan uang pembinaan sebesar

Rp2.000.000,-

Penerimaan Hadiah Lomba Tertib Arsip Sekolah oleh Bupati Purbalingga
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A. Pendahuluan

earsipan mempunyai andil yang cukup

penting bagi setiap kantor atau lembaga

publik (Lembaga eksekutif, legislatif,

dan eksekutif). Disamping sebagai pusat

informasi, kearsipan diperlukan dalam
rangka pengawasan kegiatan. Manajemen kearsipan
yang dikelola secara baik akan memudahkan
pimpinan membuat keputusan dan merencanakan
kebijakan (Barthos, 2007).

Memberikan layanan publik yang berkualitas
merupakan bagian penting dari penyelenggaraan
pemerintahan dan administrasi publik, baik di pusat
maupun di daerah. Bahkan bagaimana pemerintah
memberikan layanan publik menjadi cermin dari
clean and good governance. Itu juga berarti bahwa
peningkatan mutu layanan publik menjadi garda
terdepan dari citra bangsa. Karena itu menjadi tugas
pokok pemerintah, tidak terkecuali pemerintah
daerah di era reformasi ini untuk menyelenggarakan,
menyediakan atau memberikan layanan publik
kepada masyarakat.

Warta Arsip. vOL VIl No.l, JUNI 2019

LAYANAN PUBLIK
INFORMASI KEARSIPAN
YANG BERKUALITAS

Tri Maryanto AA, S.Sos, MAP

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Layanan Publik maupun Peraturan
pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun
2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik, layanan
publik didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
layanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk
atas barang, jasa, dan atau layanan administratif
yang disediakan oleh penyelenggara layanan publik.
Jadi layanan publik adalah kegiatan layanan berupa
barang, jasa dan administratif yang menjaditanggung
jawab pemerintah  termasuk lingkungan badan
Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah)
dan atau bersama-sama dengan pihak swasta
di pusat mapupun di daerah untuk pemenuhan
kebutuhan publik (individu, kelompok dan institusi)
dan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.
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B. Harapan Pelayanan Berkualitas Dan

Memuaskan

Masyarakat tentu mengharapkan pemerintah
daerah memberi pelayanan berkualitas dan
memuaskan seperti yang mereka dapatkan dari
sektor privat. Untuk memberi layanan publik
berkualitas dan memuaskan maka strategi yang
dapat digunakan adalah dengan mereformasi
pelayanan publik, terutama mengakomodasi nilai-
nilai demokrasi yang inheren seperti transparansi,
partisipasi, responsivitas dan akuntailitas dalam
pemberian pelayanan publik (Silalahi dan Syafri,
2015).

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pemerintah
termasuk pemerintah daerah dituntut untuk dapat
memenuhi hak-hak dasar dari masyarakat melalui
penyelenggaraan pelayanan publik. Bahwa negara
berkewajiban melayani setiap warga negara dan
penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan
dasarnya dalam kerangka layanan publik yang
merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; dan bahwa
membangun kepercayaan masyarakat atas layanan
publik yang dilakukan penyelenggara layanan publik
merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring
dengan harapandan tuntutan seluruh warga negara
dan penduduk tentang layanan publik.

Pasal 28F Amandemen Kedua Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menguraikan bahwa setiap orang berhak untuk
berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya,
serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,
dan menyimpan informasi dengan menggunakan
segala jenis saluran informasi yang tersedia. Negara
wajib memberikan jaminan terhadap semua
orang dalam memperoleh informasi mengingat
hak memperoleh informasi merupakan hak asasi
manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan
berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Sejalan dengan perkembangan rezim
pemerintahan, terjadi pergeseran paradigma
mengenai keterbukaan informasi publik. Sebelum
masa reformasi seolah informasi publik yang dimiliki
pemerintah bersifat tertutup. Era ini disebut
sebagai era ketertutupan. Setelah masa reformasi,
paradigma tersebut berubah seolah informasi publik
yang dimiliki oleh pemerintah harus bersifat terbuka.
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Hal ini kemudian disebut dengan era keterbukaan.
Pada masa sebelum reformasi informasi pada
umumnya adalah bersifat tertutup, hanya sedikit
yang bisa dibuka oleh publik. Sedangkan pada masa
setelah reformasi, informasi secara umum bersifat
terbuka dan hanya informasi tertentu yang ditutup
atau dikecualikan.  Informasi yang dikecualikan

tersebut bersifat ketat, terbatas dan tidak mutlak.

C. Usaha Untuk Mewujudkan Harapan

Arsip  sebagai informasi dan  peristiwa
yang terekam mengenai dinamika kehidupan
bermasyarakat, = berbangsa, dan  bernegara
merupakan sumber informasi yang objektif

menyangkut berbagai bidang seperti politik, sosial,
ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi.
Arsip dengan segala bentuk medianya merupakan
memori kolektif yang dapat meningkatkan kesadaran
nasional, mempertegas identitas dan jatidiri bangsa
Indonesia. Melalui arsip, dapat dipelajari sejarah
mengenai kegagalan yang pernah dialami dan
prestasi yang pernah diraih bangsa, sehingga dapat
dijadikan sebagai rujukan untuk memajukan bangsa
ke depan.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
menjadi jaminan terhadap pemenuhan hak dasar
masyarakat untuk memperoleh informasi. Undang-
Undang ini dibuat sebetulnya dimaksudkan
untuk  menumbuhkan partisipasi masyarakat,
mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik,
transparan, efektif dan efisien, akuntabel, dan
dapat dipertanggungjawabkan. Namun di sisi lain,
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dengan adanya Undang-Undang ini maka badan
publik, termasuk di dalamnya adalah pemerintah
daerah dan satuan perangkatnya wajib menyediakan
informasi publik kepada masyarakat.

D. Fungsi Dan Peranan Lembaga Kearsipan Daerah

Lembaga Kearsipan Daerah adalah badan
publik yang merupakan kepanjangan tangan dari
Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kearsipan. Sebagai badan
publik, tentunya Lembaga Kearsipan Daerah memiliki
kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan
publik kepada masyarakat. Dan bentuk pelayanan
publik yang wajib diberikan adalah pelayanan publik
di bidang kearsipan.

Pasal 8 Bab Il Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
menyebutkan bahwa kewajiban badan publik
yang berkaitan dengan kearsipan dilaksanakan
berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.
Sebagai unit pengolah, Lembaga Kearsipan Daerah
melaksanakan pengelolaan arsip dinamis yang terdiri
dari arsip aktif, arsip inaktif dan arsip vital. Dan
fungsi utama sebagai Lembaga Kearsipan Daerah
adalah pengelolaan arsip statis dan mengelola arsip
dinamis yang memiliki retensi di atas 10 tahun yang
diterima dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di
lingkungan Pemerintah Daerah.

Untuk memenuhi kewajiban sebagai badan
publik, Lembaga Kearsipan Daerah perlu untuk
menyelenggarakan pelayanan publik dalam bentuk
Layanan Informasi Kearsipan. Pelayanan yang
diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
lembaga adalah Layanan Informasi Kearsipan
Dinamis dan Layanan Informasi Kearsipan Statis.
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Penyelenggaraan Layanan Informasi Kearsipan
Dinamis dan Layanan Informasi Kearsipan Statis
memiliki sistem yang berbeda. Layanan untuk
informasi arsip statis dapat dikatakan bersifat
terbuka dan dapat diakses oleh publik. Sedangkan
layanan untuk informasi arsip dinamis tidak
semuanya dapat diakses oleh publik secara
terbuka. Terdapat beberapa kriteria arsip dinamis
terkait aksesibiltasnya oleh publik, antara lain arsip
terbuka dan tertutup yang terdiri dari arsip rahasia,
sangat rahasia dan terbatas. Dengan demikian,
penyelenggaraan layanan kearsipan dinamis harus
memperhatikan  peraturan perundangan yang
mengatur tentang sifat keterbukaan arsip.

Lembaga Kearsipan Daerah yang memiliki
fungsi mengelola informasi berkewajiban mengelola
khasanah arsip statis yang diterima dari penciptaarsip
untuk kepentingan publik secara efisien, efektif, dan
sistematis, meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi,
pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan
publik dalam suatu sistem kearsipan. Pengelolaan
arsip statis oleh lembaga kearsipan dilaksanakan
untuk menjamin keselamatan arsip sebagai
pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam menjalankan fungsi pengelolaan arsip
statis, Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
mengatur bahwa lembaga kearsipan wajib menjamin
kemudahan akses arsip statis bagi kepentingan
pengguna arsip. Akses arsip statis pada lembaga
kearsipan sesuai dengan wilayah vyuridiksinya
dilaksanakan untuk kepentingan pemanfaatan,
pendayagunaan, dan pelayanan publik dengan
memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan, dan
keselamatan arsip. Akses arsip statis pada lembaga
kearsipan didasarkan pada sifat keterbukaan dan
ketertutupan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Untuk memenubhi prinsip pelayanan publik yang
cepat, mudah, murah, transparan dan akuntabel,
maka layanan kearsipan pada Lembaga Kearsipan
Daerah harus didesain sedemikian hingga rancangan
sistem layanan kearsipan tersebut mampu
memenuhi harapan masyarakat dan memiliki daya
guna serta hasil guna. Desain layanan kearsipan
harus mampu menjamin suatu sistem layanan publik
dalam suatu siklus perbaikan berkelanjutan.
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Arsiparis Madya

Keterbukaan Informasi
eringkali kita mendengar istilah informasi,
namun sejauh mana kita mengetahui
tentang informasi dimaksud dan seberapa
penting peran informasi bagi kehidupan
manusia serta seberapa banyak informasi
yang boleh kita peroleh serta apakah ada batasan-
batasan tertentu untuk mendapatkan informasi yang
kita kehendaki tersebut.

Informasi adalah segala macam keterangan yang
dapat diambil oleh seseorang dengan sumber yang
jelas sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang
bermanfaat bagi si penerima informasi tersebut.
Sedangkan menurut istilah, pengertian informasi
adalah kumpulan data yang sudah melalui proses
pengolahan sehingga dapat menjadi sesuatu yang
bermanfaat bagi seseorang yang kemudian digunakan
untuk pengambilan suatu keputusan atau tindakan

Kebebasan rakyat dalam memperoleh informasi
dijamin oleh pemerintah sebagaimana diamanatkan
dalam Undang Undang Dasar 1945 yang tercantum
dalam Pasal 28F: “Setiap orang berhak untuk
berkomunikasi dan memeroleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya,
serta berhak untuk mencari, memeroleh, memiliki,
menyimpan, mengolah, dan  menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran
yang tersedia”. Apabila kita menengok ke belakang
yaitu pada era orde baru, kebebasan rakyat untuk
mendapatkan informasi yang seluas-luasnya sering
mengalami kendala birokrasi sehingga seringkali
masyarakat hampir tidak bisa ikut serta dalam
pengawasan penyelenggaraan negara, sehingga
dikhawatirkan akan rentan terhadap praktek kolusi,
korupsi dan nepotisme atau dengan istilah lain KKN.

ARTIKEL (@)

PERAN ARSIPARIS
DALAM AKSES ARSIP

AGUS DWI KRISTIYANTO,S.Sos

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Karanganyar

Dengan berjalannya waktu dan perkembangan
demokrasi saat ini, maka keinginan rakyat semakin
terbuka lebar dalam memperoleh informasi setelah
era reformasi dilaksanakan penataan di segala
aspektermasuk  penyusunan regulasi tentang
keterbukaan informasi publik, yaitu dalam Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik. Hak atas informasi menjadi sangat
penting karena makin terbuka penyelenggaraan
negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara
tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan.

Arsiparis dalam Pelayanan Publik

Keterbukaan informasi publik harus diimbangi
dengan pelayanan publik yang baik. Pelayanan publik
yang tidak dibarengi dengan keterbukaan informasi
publik justru akan menjauhkan harapan masyarakat
terhadap kualitas pelayananitu sendiri dan justru akan
dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang dari
pejabat pemerintahan yang seharusnya memberikan
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pelayanan kepada publik. Keterlibatan masyarakat
dalam memperoleh hak informasi yang seluas-
luasnya diharapkan juga akan berperan serta dan
berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan,
masukan dalam penyelenggaraan negara, sehingga
dengan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam
pengambilan keputusan tersebut akan mempersempit
ruang gerak para pejabat publik dalam pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan karena masyarakat
secara tidak langsung akan melakukan pengawasan
terhadap proses penyelenggaraan negara tersebut.
Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik
ini mengamanatkan bahwa badan pelayanan publik
harus menerapkan prinsip keterbukaan dengan
mekanisme yang transparan agar dapat mewujudkan
demokrasi, khususnya bagi aparatur pemerintah baik
di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai
dengan tingkat desa. Dalam rangka menunjang
kelancaran pelayanan informasi dimaksud sangat
dibutuhkan sumber daya manusia yang profesional
untuk menjamin kelancaran pelayanan kepada
publik. Sumber daya manusia yang diharapkan
mampu  berperan penting dalam pelayanan
informasi publik dimaksud adalah Arsiparis. Dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009

tentang Kearsipan, dijelaskan bahwa tugas dan fungsi

Arsiparis meliputi:

1. Menjaga terciptanya arsip dari kegiatan yang
diakukan oleh lembaga negara, pemerintah
daerah, lembaga pendidikan, perusahaan,
organsasi politik, organisasi kemasyarakatan;

2. Menjaga ketersediaan arsip yang autentik dan
terpercaya sebagai alat bukti yang sah;

3. Menjaga terwujudnya pengelolaan arsip yang
andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan;

4. Menjaga keamanan dan keselamatan arsip yang
berfungsi untuk menjamin  arsip-arsip yang
berkaitan dengan hak-hak keperdataan rakyat
melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang
autentik dan terpercaya;

5. Menjaga keselamatan dan kelestarian arsip

sebagai bukti pertanggungjawaban dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara;
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6. Menjaga keselamatan aset nasional dalam bidang
ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan,
serta keamanan sebagai identitas dan jati diri
bangsa, dan

7. Menyediakan informasi guna meningkatkan
kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan
pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,
Arsiparis mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Menutup penggunaan arsip apabila dipandang
penggunaan arsip dapat merusak keamanan
informasi dan/atau fisik arsip;

2. Menutup penggunaan arsip yang menjadi
tanggung jawab pengguna arsip yang tidak
berhak sesuai dengan ketentuan perundang
undangan; dan

3. Melakukan penelusuran arsip pada pencipta
arsip berdasarkan penugasan oleh pimpinan
pencipta arsip atau kepala lembaga kearsipan
sesuai dengan kewenangannya dalam rangka
penyelamatan arsip.

Jadi, jelas bahwa Arsiparis mempunyai peranan
penting dalam sebuah lembaga publik untuk mampu
secara profesional memberikan pelayanan kepada
publik yang ingin mencari tahu tentang informasi
yang diinginkannya guna suatu kepentingan bagi
publik. Karena dalam implikasi penerapan Undang
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik adalah terbukanya akses bagi
publik untuk mendapatkan informasi yang berkaitan
dengan kepentingan publik, terbukanya akses
bagi publikuntuk berpartisipasi aktif dalam proses
pembuatan kebijakan publik, termasuk didalamnya
akses untuk pengambilan keputusan dan mengetahui
alasan pengambilan keputusan yang berkaitan
dengan kepentingan publik. Implikasi yang tidak
kalah penting adalah daya kritis masyarakat terhadap
kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di
pemerintahan semakin meningkat.

Dalam mengakses informasi yang dibutuhkan

masyarakat, ketersediaan dan profesionalisme
Arsiparis yang handal diperlukan agar mampu
memuaskan  publik akan informasi dengan

memerhatikan keamanan akses arsip tersebut.
Kita ketahui bersama bahwa arsip merupakan alat
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/c/c6/Buka_Informasi_Publik.jpg

komunikasi kedinasan, referensi
dalam merumuskan kebijakan
dan alat bukti akuntabilitas
negara yang pada saatnya
nanti akan menjadi bahan
pertanggungjawaban negara,
sehingga  perlu  dilakukan
klasifikasi keamanan dan akses
arsip. Akses dalam kearsipan
memiliki arti ketersediaan media
arsip berupa file, skrip, naskah,

ataupun media arsip lain untuk dibaca atau
digunakan sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku dan tersedianya sarana penemuan kembali.
Kemudahan dan kemampuan seorang Arsiparis
dalam menyajikan dan memberikan layanan arsip
dan media arsip yang diminta oleh pengguna sangat
diperlukan untuk memberikan layanan yang terbaik.

Tugas Arsiparis

Arsiparis harus menata dan menyusun arsip
dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
agar dalam menyajikan informasi yang dibutuhkan
oleh masyarakat akan lebih cepat, tepat dan benar
sehingga masyarakat akan lebih mudah dalam
mengakses informasi. Akses arsip harus memenuhi
standar dan menuruti tata cara serta peraturan yang
berlaku, adapun akses kearsipan memiliki syarat-
syarat sebagai berikut:

LIPUTAN @)

Ketersediaan arsip;

Memenuhi kaidah atau peraturan yang berlaku;
Ketersediaan sarana penemuan kembali;

Harus memperhatikan faktor keamanan;
Pembatasan pada arsip yang tidak terbuka untuk
umum.

Arsiparis harus memperhatikan persyaratan-
persyaratan diatas, apakah jenis arsip terbuka untuk
umum dan arsip yang tidak terbuka untuk umum,
tingkat kerahasiaan arsip, perlindungan terhadap
privasi individu pada batasan-batasan yang dibuat,
pencipta arsip, ketersediaan sarana penemuan
kembali arsip, kondisi fisik arsip dan tingkat keamanan
arsip.

vk wN e

Akses ini terkait dengan pelayanan informasi
kearsipan sehingga apabila Arsiparis dapat
melakukan ketentuan-ketentuan akses
arsip di atas dengan baik dan benar
maka masyarakat atau pengguna
akan merasa puas dengan layanan
tersebut.Sehingga diharapkan akan
dapat menciptakan pemerintahan
yang bersistem pada good governance.
Sistem  Good Governance sendiri
muncul akibat dari rasa tidak percaya
masyarakat terhadap pemerintahan yang
ada. Banyak pemimpin yang menyalahgunakan
kekuasaannya dengan melakukan praktik korupsi dan
sebagainya. Hal inilah yang mengakibatkan munculnya
kesadaran masyarakat untuk menciptakan sistem
atau paradigma baru untuk mengawasi jalannya
pemerintahan agar tidak menyimpang dari apa yang
menjadi tujuannya. Salah satunya adalah masyarakat
dengan mudah memperoleh informasi yang sebanyak
banyaknya guna melakukan pengawasan terhadap
jalannya pemerintahan.

Tugas berat Arsiparis yang  harus
menjalankan amanat Undang Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Undang Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik untuk memberikan pelayanan bagi
pengguna informasi yang terbuka bagi masyarakat.
Masyarakat akan dapat ikut mengambil bagian
dalam  penyelenggaraan pemerintahan menuju
pemerintahan yang bersih (Good Governance).
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Sosialisasi Kearsipan bagi SMK/SMKN di SMKN 2 Pekalongan
14 Februari 2019

Sosialisasi Kearsipan bagi SMK/SMKN di SMAN 1 Magelang 28 Februari 2019

Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Kerja (Renja PD) Tahun 2020
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Semarang 8 Maret 2019 dengan Narasumber:
1. Dra. Yuniwati Yuventia, S.Sos, M.Si (Perpustakaan UNDIP)
2. Dra. Titik Suliati, MT (Kearsipan UNDIP)




Kepala Dinas membuka Acara
Rapat Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan Kearsipan Internal
Provinsi Jawa Tengah Semarang,

19 Maret 2019

RANGKAIAN
PENCARIAN DATA
untuk NSA Tayangan
‘Sejarah Kopi’

di Pusat Penelitian Kopi
dan Kakao Indonesia
Jember, Jawa Timur
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Kota Magelang mewakili Kabupaten/Kota Jawa Tengah maju ke
Lomba LKD Terbaik tingkat Nasional di ANRI 18 April 2019
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Wisata Arsip Kunjungan SMK Kab. Batang, Kunjungan SMK Jago Mranggen, Lembaga Kearsipan Daerah (LKD)
23 April 2019 Kabupaten 24 April 2019 Kabupaten/Kota Terbaik
Tingkat Provinsi Jawa Tengah,
Semarang, 11 April 2019
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Peninjauan Lapangan Lomba LKD Terbaik Peninjauan Lapangan Lomba LKD
di Kab. Pekalongan 25 April 2019 di Kota Pekalongan 26 April 2019
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Rekam Peristiwa

RAGAM PRESENTASI KABUPATEN/KOTA
Di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
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Rekam Peristiwa

Peninjauan Lapangan Lomba LKD Terbaik di Kabupaten Sragen, 6 Mei 2019
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Arsiparis Madya

Provinsi Jawa Tengah

elayananadalahsuatu prosesmenghasilkan
suatu produk untuk diberikan kepada
pelanggan. Janji pelayanan (service
offering) merupakan suatu proses yaitu
interaksi antara pembeli (pelanggan) dan
penjual (penyedia layanan). Pelayanan meliputi
berbagai bentuk. Pelayanan perlu ditawarkan
agar dikenal dan menarik perhatian pelanggan.
Pelayanan yang ditawarkan merupakan “janji” dari
pemberi layanan kepada pelanggan yang wajib
diketahui agar pelanggan puas.
Pelayanan merupakan usaha apa saja yang
mempertinggi kepuasan pelanggan (whatever

Warta Arsip. vOL VIl No.l, JUNI 2019

MAL PELAYANAN PUBLIK
DI KABUPATEN BANYUMAS

Lilis Ina Riswati, S.Sos, M.Si

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

enhances customer satisfaction). Dukungan
kepada pelanggan dapat bermakna sebagai suatu
bentuk pelayanan yang memberikan kepuasan
bagi pelanggannya, selalu dekat dengan pelanggan
sehingga kesan yang menyenangkan senantiasa
diingat oleh para pelanggannya. Selain itu,
membangun kesan yang dapat memberikan citra
positif dimata pelanggan karena jasa pelayanan
yang diberikan dengan biaya yang terkendali/
terjangkau bagi pelanggan yang membuat
pelanggan terdorong/termotivasi untuk bekerja
sama/berperan aktif dalam pelaksanaan pelayanan
prima.
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o ABLIFATEN FANTLUMAS

Kabupaten Banyumas memiliki Mal Pelayanan

Publik (MPP) sebagai tempat berlangsungnya
kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan
publik atas barang jasa dan atau pelayanan
adminstrasi yang merupakan perluasan fungsi
pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta
pelayanan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha
Milik Daerah dan Swasta dalam rangka menyediakan
pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman
dan nyaman.

PemerintahKabupatenBanyumasmenghadirkan
MPP dengan melihat potensi warganya yang cukup
banyak menjadi pekerja migran. Jumlah Tenaga
Kerja Indonesia (TKI) Kabupaten Banyumas memang
mengalami kenaikan cukup tinggi. Berdasarkan data
Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, pada tahun
2009, jumlah TKI dari Banyumas sebanyak 1.961 dan
meningkat menjadi 5.641 pada tahun 2014. Dengan
jumlah itu, Kabupaten Banyumas menempati
urutan kedua setelah Kabupaten Cilacap sebagai
penyumbang pahlawan devisa terbanyak.

Banyaknya warga Banyumas yang menjadi
pekerja migran menciptakan animo kegiatan
pelayanan berkaitan dengan kebutuhan masyarakat,
antara lain:

LIPUTAN @)

1. administrasi kependudukan: pembuatan akte
kelahiran dan kematian, kartu identitas anak,
KTP;

2. beragam jenis izin: BPJS Kesehatan, BPJS
Ketenagakerjaan, PDAM, pelayanan Samsat,
hingga pembayaran retribusi daerah;

3. mengurus perpanjangan SIM dan STNK,
pengurusan paspor, dan SKCK, imigrasi dan lain-
lain.

Dengan adanya MPP diharapkan seluruh
pelayanan menjadi ringkas dan transparan,

disatukan dalam satu tempat, dikontrol oleh sistim
pengendalian manajemen untuk mempermudah,
mempercepat, dan mengurangi biaya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi meresmikan Mal Pelayanan
Publik (MPP) Kabupaten Banyumas, pada tanggal
18 Januari 2019, sebagai MPP yang pertama di
Jawa Tengah. Lokasi Provinsi penyelenggaraan
Mal Pelayanan Publik (MPP) berdasarkan Surat
Keputusan Menteri PAN & RB Nomor 11 Tahun 2018
adalah:

Sumatera Barat di Kota Padang,
Sumatera Selatan di Kota Palembang,
Riau di Kota Pekanbaru,
Bali di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung,
Sulawesi Selatan di Kota Makasar,
Kalimantan Timur di Kota Samarinda,
Jawa Timur di Kota Mojokerto,
Banten di Kota Tangerang,
Jawa Timur di Kabupaten Sidoarjo,
. Jawa Tengah di Kabupaten Banyumas.

i U A S
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Peserta Pelayanan di MPP Kabupaten Banyumas
adalah: Dinkes, Dindukcapil, Lingkungan Hidup dan
OPD lain sebagai hasil dari Nota Kesepahaman
antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal
(Kepolisian Resor Banyumas, Imigrasi, BP3TKI,
Bank Jateng, KPP Pratama) tanggal 12 Desember
2018 dan Perjanjian Kerjasama antara DPMPPTSP
Kabupaten Banyumas dengan Instansi Vertikal
(Kepolisian Resor Banyumas, Imigrasi, BP3TKI, Bank
Jateng, KPP Pratama, BPJS Kes, BPJS Tenaga Kerja)
tentang Penyelenggaraaan Pelayanan Terpadu di
Mal Pelayanan Publik tanggal 27 Desember 2018.

Sedikitnya, ada 17 Instansi yang bergabung
di MPP Banyumas, dengan jumlah pelayanan
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yang diberikan mencapai lebih dari 100 jenis
layanan. Pemerintah Kabupaten Banyumas
telah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik.

MPP  memberikan alternatif kemudahan
pelayanan yang mengakomodir kearifan lokal.
MPP menyatukan pelayanan penempatan
dan perlindungan pekerja migran Indonesia,
sehingga dapat mempercepat proses pelayanan
yang outcome-nya pasti meningkatkan kantong
pertumbuhan ekonomi di daerah. Hal ini adalah
salah satu cerminan pemerintahan yang terbuka.
Pemerintah Daerah memberikan kesempatan
seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berperan
serta dalam pengawasan roda pemerintahan di
daerah. Menteri PAN & RB dalam peresmian MPP
Kabupaten Banyumas menyampaikan beberapa
hal yang harus dicermati Pemerintah Kabupaten

Banyumas dalam memenuhi Layanan Publik
warganya, yaitu:
1. Layanan terpadu ini lahir bukan untuk

memberi solusi bagi satu pihak saja, tetapi juga

membangun kolektifitas, tanggung jawab, serta

proses kolaboratif yang menjembatani harapan
dan kebijakan publik.

2. MPP adalah framework yang mendorong
lahirnya generasi baru pelayanan publik terpadu
di Indonesia.

3. Besarnya keinginan publik untuk terlibat
langsung dalam pemerintahan, harus disalurkan
pada satu titik pertemuan, yaitu ‘triangulasi
kepentingan’ antara negara, sektor privat, dan
masyarakat.

4. Seluruh jajaran Pemkab, BUMD, dan swasta
agar menjaga keberlangsungan MPP.

5. Seluruh pihak yang tergabung dibalik berdirinya
MPP agar membangun sistem kerja yang
sinergis dan utuh.

6. Tampilkan wajah birokrasi yang mengadopsi
the new public service, sehingga benar-benar
merepresentasikan kehadiran negara.

Harapan Bapak Menteri PAN & RB seperti
tersebut di atas merupakan bentuk perwujudan
dari UU No. 25 Tahun 2009, antara lain Pasal 20
menjelaskan bahwa Penyelenggara administrasi
publik berkewajiban menyusun dan menetapkan
standar  pelayanan dengan memperhatikan

Warta Arsip. voL Vil No.l, JUNI 2019

kemampuan penyelenggara, kebutuhan
masyarakat, dan kondisi lingkungan. Penyelenggara
berkewajiban mengelola sistem informasi yang
terdiri atas sistem informasi elektronik atau non
elektronik, sekurang- kurangnya meliputi:

- profil penyelenggara dan pelaksana

- standar dan maklumat pelayanan

- pengelolaan pengaduan

- penilaian kinerja
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Penyelenggara berkewajiban menyusun dan
menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan
pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam
melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar
pelayanan. Maklumat pelayanan adalah pernyataan
tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban
dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
Komponen Standard Pelayanan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009,
dibedakan menjadi dua bagian yaitu :

a. Komponen Standard Pelayanan terkait
dengan proses penyampaian pelayanan (service
delivery):

Persyaratan

Sistem, mekanisme, dan prosedur

Jangka waktu pelayanan

Biaya/tarif

Produk pelayanan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan

oA wWNE
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Penyelenggara berkewajiban menyediakan
sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana
yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan yang
berasal dari penerima pelayanan, rekomendasi
Ombudsman, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam
batas waktu tertentu.

LIPUTAN @)

b. Komponen Standard Pelayanan terkait
dengan proses pengelolaan pelayanan di internal
organisasi (manufacturing) meliputi: dasar hukum,
sarana dan  prasarana/fasilitas, kompetensi
pelaksana, pengawasan internal, jumlah pelaksana,
jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan,
serta evaluasi kinerja pelaksana.

Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas
adalah penerapan pelayanan publik sebagai acuan
kebijakan pemerintah daerah kepada masyarakat,
sehingga inovasi penyelenggaraan pemerintahan
di daerah perlu dipublikasikan agar lebih dikenal
masyarakat.

Sumber Referensi:

Liputan dan wawancara dengan Ibu Dra.
Sulistyawati, MPHR Kepala Bidang Pengaduan,
Kebijakan dan Pelaporan Layanan Dinas Penanaman
Modal Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
(DPMPPTSP) tanggal 18 s.d 19 Maret 2019.
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rsip diolah, ditata sesuai kaidah

kearsipan untuk penyelamatan arsip

yang bernilai guna, sehingga apabila

sewaktu-waktu dibutuhkan akan dapat

disajikan dengan cepat dan tepat.
Arsip bernilai guna yang dimaksudkan adalah arsip
statis, yaitu arsip yang secara administrasi sudah
tidak ada nilainya tetapi secara keilmuan masih ada
nilai gunanya untuk masyarakat.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan menyebutkan bahwa arsip adalah
rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai
bentuk dan media sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat
dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan
daerah, lembaga pendidikan, perusahaan,
organisasi politik, organisasi  kemasyarakatan,
dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Definisi
tersebut, menyiratkan bahwa:

1. Arsip adalah informasi yang terekam;

2. Bentuk arsip adalah berbagai macam media
rekam;

Arsip adalah diterima maupun dibuat;

4. Arsip tercipta karena pelaksanaan kegiatan.

w

Suatu arsip akan tercipta secara otomatis,
mengalir dengan sendirinya, apa adanya
sebagaimana vyang dilakukan oleh lembaga
atau perseorangan yang disebabkan kebutuhan

Warta Arsip. voL Vil No.l, JUNI 2019

LOMBA LKD

KABUPATEN/KOTA TERBAIK
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

Dra. Sri Lestari Handayani, M.M

Kepala Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Provinsi Jawa Tengah

maupun suatu peraturan atau ketentuan yang
harus diikuti dan dipatuhi. Misalnya, ijazah adalah
arsip yang tercipta bukan karena seorang siswa
membutuhkan ijazah, tetapi karena peraturannya
adalah apabila seorang siswa berdasarkan nilai
hasil ujian dan lainnya adalah baik, maka dinyatatan
lulus. Siswa yang dinyatakan lulus tersebut, harus
diberi ijazah sebagai tanda atau bukti kelulusan.
Instansi membuat laporan keuangan atau laporan
pertanggungjawaban bukan karena instansi
membutuhkan laporan tersebut tetapi karena
peraturan administrasi mewajibkan setiap instansi
untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang
telah digunakan. Jadi, jelaslah bahwa arsip tercipta
secara otomatis dan tidak dapat dihindari.

Apa yang akan kita lakukan ketika memiliki
dokumen-dokumen penting di dalam hidup kita?
sudah pasti dokumen tersebut akan kita simpan
di suatu tempat, yang tidak mudah hilang, rusak,
ataupun mengalami kerusakan tertentu. Lembaga
Kearsipan di daerah juga memiliki tugas sebagai
penanggung jawab terhadap penyelamatan dan
pelestarian segala bentuk arsip, baik berupa
tekstual maupun digital. Arsip disimpan untuk
mencegah dari rusak, dihilangkan baik secara
sengaja maupun tidak sengaja sehingga nanti, arsip
tesebut bisa dilihat kembali apabila dibutuhkan.

Salah satu fungsi Lembaga Kearsipan adalah
melakukan penyimpanan rekam jejak proses-
proses yang telah terjadi secara nasional, seperti
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kejadian, isu, dan gejolak di daerah, mulai dari
bidang politik, keamanan, pertahanan, ekonomi,
dan bidang lainnya, termasuk menjadi salah satu
sumber referensi penelitian yang reliabel dari
tulisan-tulisan mengenai arsip dan sejarah.

Pemerintah Daerahharustanggapdanberperan
secara aktif terhadap informasi yang terekam
dalam bentuk tekstual maupun non tekstual yang
berkaitan dengan tugas pokok pemerintah daerah
sehingga infomasi atau arsip tersebut akan dapat
digunakan sebagai acuan untuk mendukung
gerak langkah jalannya pemerintahan. Lembaga
Kearsipan Kabupaten/Kota bertanggung jawab
atas penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten/
Kota meliputi keseluruhan kegiatan kebijakan,
pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam
suatu sistem kearsipan nasional yang didukung
oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana,
serta sumber daya lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa
Tengah melalui kegiatan Publikasi Kearsipan
menyelenggarakan Lomba Lembaga Kearsipan
Daerah (LKD) Kabupaten/Kota Terbaik Tingkat
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 dengan tema
“Peran Lembaga Kearsipan dalam Pelayanan Prima
Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Masyarakat”.

Lomba LKD Terbaik Kabupaten/Kota Tingkat
Provinsi Tahun 2019 bertujuan agar tercipta
Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota tertib
arsip menuju Good Governance dan terwujudnya
lembaga  kearsipan sebagai  penyelenggara
kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar
kearsipan, dan peraturan perundangan vyang
berlaku.

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia nomor 23 tahun 2016 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga Kearsipan
dan Unit Kearsipan Terbaik Nasional menjelaskan:
1. Dalam rangka menyelenggarakan Pembinaan

Kearsipan Nasional, Arsip Nasional Republik

Indonesia perlu melibatkan Lembaga Negara,

Pemerintahan Daerah, Perguruan Tinggi

Negeri, dan Badan Usaha Milik Negara dalam

WAWASAN (@)

menggali dan mengembangkan potensi, inovasi
dan kreatifitas bidang pengelolaan arsip;

2. Bahwapembinaankearsipannasionaldimaksud
diwujudkan dalam bentuk Pemilihan Lembaga
Kearsipan dan Unit Kearsipan Terbaik Nasional
dilaksanakan agar PD (Perangkat Daerah) dan
LKD (Lembaga Kearsipan Daerah) memiliki
standar yang sama di bidang kearsipan.

Sasaran kegiatan Lomba Lembaga Kearsipan
Daerah (LKD) Kabupaten/Kota adalah terpilihnya
LKD Kabupaten/Kota Terbaik di Tingkat Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2019. Lomba Tahun 2019
menampilkan warna/sistem yang berbeda dari
lomba LKD tahun-tahun sebelumnya. Lomba
diselenggarakan sesuai ‘Pedoman Lomba’ yang
telah didistribusikan kepada Kabupaten/Kota,
dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pemberitahuan lomba melalui surat edaran;

2. Pengiriman Pedoman dan Kuesioner Lomba
guna pengisian pertanyaan dalam mengikuti
tahapan seleksi administrasi;

3. Pengisian data dengan cara mengisikan aplikasi
online kuesioner pada  website https://
arpusda.jatengprov.go.id/kuesioner;

Untuk mendukung kuesioner dimaksud,

peserta lomba wajib melampirkan profil

Lembaga dengan kurun waktu 2 (dua) tahun

terakhir dalam bentuk film/video/fotokegiatan

LKD dan diupload melalui aplikasi pada website

https://arpusda.jatengprov.go.id/kuesioner

dengan kapasitas 100 Mb;

4. Pengumpulan kuesioner;

5. Pengolahan dan penilaian kuesioner untuk
menentukan 10 besar LKD Terbaik;

6. Penetapan nominasi 10 LKD Kabupaten/Kota
Terbaik Tingkat Provinsi;

7. Paparan 10 LKD yang masuk nominasi;

Peninjauan lapangan ke 10 LKD terbaik;

9. Penilaian Hasil Paparan dan Peninjauan di
Lapangan untuk Penetapan 6 LKD Terbaik;

10. Penetapan Pemenang 6 LKD Terbaik;

11. Pengumuman Pemenang;

12. Pembagian Hadiah.

%
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KETENTUAN LOMBA

1. Lomba diikuti oleh Lembaga
Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah;

2. LKD Kabupaten/Kota yang menjadi Juara |
Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 tidak
dapat mengikuti Lomba LKD Kabupaten/Kota
Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun
2019.

3. Kuesioner dan data dukung lainnya yang masuk
ke Panitia Lomba akan dinilai oleh Dewan Juri
yang berkompenten.

4. Peserta yang masuk dalam 10 (sepuluh)
kategori baik akan presentasi di Dinas
Arpus Provinsi, dan selanjutnya dilakukan
peninjauan/penilaian lapangan.

5. Lomba akan memperebutkan 6
kejuaraan.

6. Penetapan Pemenang Lomba LKD Kabupaten/
Kota Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah
untuk Juara I s.d. lll dan Juara Harapan I s.d. lll.

7. Hasil penilaian tidak dapat diganggu gugat dan
menjadi keputusan mutlak Dewan Juri.

8. Panitia dan Dewan Juri tidak menerima
pemberian dalam bentuk apapun.

9. Proses dan mekanisme lomba LKD Kabupaten/
Kota terbaik tahun 2019 dipantau oleh lembaga
pengawas internal dan eksternal.

10. Pemenang Juara | tahun 2019 akan mewakili
Provinsi Jawa Tengah mengikuti Lomba LKD
tingkat Nasional tahun 2020.

Kearsipan

(enam)

TIM JURI
Tim Juri Lomba LKD Kabupaten/Kota Tingkat

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 adalah yang

mempunyai kompetensi di bidangnya:

1. Perguruan Tinggi

Sekolah Vokasi Program Kearsipan UNDIP (lbu Dra.
Sri Indrahti, M.Hum)

2. Praktisi/Pakar Layanan
Sunaryo, MURP, Ph.D)

3. Pejabat Struktural dan Fungsional di Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa
Tengah.

Publik (Bapak Ir.
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PENILAIAN TAHAP I

Hasil Penilaian Tahap | oleh Juri yang ditunjuk
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi
Jawa Tengah, meliputi Seleksi Administrasi,
Verifikasi Kuesioner dan Profil Lembaga Kearsipan
Daerah Kabupaten/Kota tingkat Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2019, dan pada tanggal 4 April 2019
telah ditetapkan peserta yang masuk 10 nominasi
Penilaian Tahap |, yaitu:

1. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Banyumas
2. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah

Kabupaten Klaten

3. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten
Cilacap

4. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten
Kendal

5. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten

Pekalongan

6. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota
Pekalongan

7. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten
Sragen

8. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Wonosobo

9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Magelang

10. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga

PENILAIAN TAHAP I

Presentasi dan Wawancara yang disampaikan
oleh Kepala LKD dengan didampingi 1 orang
pendamping (Tim Teknis) dan 1 orang Asisten Sorot/
Operator. Komponen penilaian dan wawancara
meliputi:

No Komponen Unsur
1. Penyajian Tampilan bahan presentasi, Penguasaan
materi presentasi, dan kejelasan jawaban
(25%)
2. Materi a. Profil kelembagaan
(75 %) b. AnalisisPermasalahan;

c. Strategis kerja LKD
d. Implementasi Gambaran Pelaksanaan

e. Inovasi pelayanan primayang sudah
dilaksanakan
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Alokasi Waktu
Masing-masing peserta diberi waktu 25 menit
yang terbagi atas:
a. Presentasi
Durasi presentasi selama 10 menit, terdiri dari:
1). Slideshow selama 7 menit, menyajikan:
e  Profil kelembagaan
e Analisis Permasalahan;
e Strategis LKD
¢ Implementasi Gambaran Pelaksanaan
e Inovasi pelayanan prima yang sudah
dilaksanakan
2). Video durasi 3 (tiga) menit (apabila
terdapat video)
Pemutaran video dapat dilakukan sebelum
atau sesudah presentasi
b. Wawancara
Durasi 15 menit, yaitu sesi tanya jawab antara Tim
Penilai dengan presenter.

WAWASAN (@)

PENILAIAN TAHAP Il

Penilaian Tahap Il oleh Tim Penilai Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
untuk memotret secara nyata, mencocokkan
kondisi di lapangan antara yang sudah
dipresentasikan Kepala LKD dengan data yang
sudah diisikan di aplikasi Lomba LKD tahun 2019
(verifikasi data), sehingga semua indikator yang
teridentitifikasi dalam kuesioner di awal lomba dan
yang disampaikan dalam materi presentasi dapat
terkonfirmasi kebenarannya.
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Presentasi Lomba LKD
dari Peserta Kab. Banyumas

Penetapan Pemenang Lomba LKD Kabupaten/
Kota Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah
ditentukan berdasarkan hasil akumulasi penilaian:
pengisian kuesioner dan profil, presentasi dan
wawancara, peninjauan lapangan, dan aspek
pendukung lainnya. Dari 10 (sepuluh) LKD yang
telah melalui tahap penilaian, kemudian ditetapkan
6 (enam) pemenang yang akan diberi penghargaan
berupa Piagam Gubernur, Trophy, dan uang
pembinaan masing-masing sebesar:

PEMENANG UANG PEMBINAAN
Juaral Rp. 10.000.000,-
Juara II Rp. 7.500.000,-
Juara III Rp. 5.000.000,-
Juara Harapan I Rp. 4.000.000,-
Juara Harapan II Rp. 3.000.000,-
Juara Harapan III Rp. 2.000.000,-

Keenam pemenang Lomba LKD Kabupaten/
Kota Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun
2019 dengan urutan Juara I, Il, 1l dan Juara
Harapan I, 1I, lll sebagai berikut:

1. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Wonosobo

2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Magelang

3. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Cilacap

4. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Pekalongan

5. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Banyumas

6. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah

Kabupaten Klaten

Kegiatan Lomba LKD Kabupaten/Kota Terbaik
Tingkat Provinsi Jawa Tengah merupakan salah
satu wujud pembinaan pengelolaan kearsipan
yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah kepada
Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
dengan menekankan pada peningkatan kualitas
layanan publik serta untuk meningkatkan kinerja
pengelolaan arsip di Jawa Tengah.
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Arsiparis Madya

A. Pendahuluan
alam
semakin

perkembangannya,
memiliki  peran
dalam pelaksanaan Good
Gavernance. Masyarakat semakin
paham arti sebuah transparansi dan
pertanggungjawaban memori kolektif. Arsip
sebagai akuntabilitas kinerja dan merupakan
kolektif dalam penyelenggaraan kearsipan yang
perludilakukan secarakonsisten. Penyelenggaraan
kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi
kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan
arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang
didukung oleh Sumber Daya Masusia (SDM),
prasarana dan sarana serta sumber daya yang
lainnya.

arsip
penting

WAWASAN (@)

LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH
(LKD) KOTA MAGELANG
MENUJU JUARA

Yuvita PH, S.Sos, M.M.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

Lembaga Kearsipan Daerah adalah satuan kerja
perangkat daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota
yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan
urusan  pemerintahan  dari  masing-masing
tingkatan Daerah.

Kehadiran Lembaga kearsipan Daerah (LKD)
sebagai Satuan Perangkat Daerah (SKPD) yang
melaksankan fungsi penyelenggaraan kearsipan di
daerah dan melaksanakan tugas mengelola arsip
inaktif, arsip statis, dan membina pengelolaan arsip
didaerah, menjadi sangat vital.

Kedudukan LKD di atur sangat jelas dan
transparansi oleh Undang-undang No. 43
Tahun 2009 tentang kearsipan. Mengingat LKD
merupakan representasi dari penyelenggaraan
kearsipan daerah yang tidak hanya berperan
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sebagai
tetapi juga sebagai pembina kearsipan di daerah.

pelaksana urusan pemerintah daerah

Arah kedepan dalam inovasi LKD vyaitu
mewujudkan tata kelola arsip yang baik antara lain
terus menerus meningkatkan tata kelola dengan
berbagai inovasi di lingkup LKD, melengkapi
regulasi kearsipan yang telah ada, arsip tidak hanya
menjadi kewajiban Organisasi Pemerintah Daerah,
Pemerintah, maupun swasta. Namun Masyarakat
juga mementingkan kearsipan pribadi maupun
keluarganya.

Dengan menyelamatkan arsip, maka generasi
yang akan sampai kapanpun akan tau apa yang
terjadi dahulu hingga perjalanannya, walaupun
mereka belum lahir.

Inovasi Lembaga kearsipan dalam rangka
pemberian wawasan kepada masyarakat tentang
pentingnya arsip dengan tujuan agar masyarakat
melek dengan pengelolaan kearsipan yang selama
ini kearsipan masih dipandang sebelah mata. Hal
ini tidak boleh terjadi, mengingat arsip selalu
mengikuti perkembangan jaman.

B. FUNGSI LKD

Lembaga Kearsipan Daerah memiliki fungsi
mengelola informasi berkewajiban mengelola
khazanah arsip statis yang diterima dari pencipta
arsip untuk kepentingan publik secara efisien,

efektif dan sistematis, meliputi akuisisi, pengolahan,
preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan dan
pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan.
Dalam memberikan pelayanan arsip statis
kepada pengguna arsip dilingkungannya
berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
(NSPK) pelayanan yang ditetapkan oleh masing-
masing LKD serta menyediakan fasilitas untuk
kepentingan akses publik terhadap arsip statis.

C. EVALUASI LKD BERPRESTASI

Program  kerja Dinas kearsipan dan
Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah melalui
kegiatan pemanfaatan kearsipan perlu melakukan
evaluasi dan kordinasi ke KLD yang berprestasi
Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Tahu 2018,
sebagai nominasi 6 besar terbaik Tingkat Provinsi
adalah :

1. LKD Kota Magelang
KLD Kabupaten Kebumen
LKD Kabupaten Magelang
KLD Kabupaten Kendal
LKD Kabupaten Sragen
LKD Kabupaten Pekalongan
Untuk melihat lebih jauh perkembangan
LKD vyang berprestasi Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah melakukan
kegiatan Evaluasi apa saja perubahan-perubahan

oukswWwN
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yang telah dilaksanakan, sehingga bisa laju terus ke
tingkat nasioanal.

Sebagai simple evaluasi adalah Dinas Kearsipan
dan Perpustakaan Kota Magelang yang merupakan
juara | Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

D. LKD KOTA MAGELANG

Dalam rangka Hari jadi ke 68 Provinsi
Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 2018, Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
memberikan apresiasi kepada LKD berprestasi,
berupa uang pembinaan, piagam dan piala.

Dengan keberhasilan Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kota Magelang meraih prestasi
juara | lomba LKD, diharapkan juga kesadaran
tertib arsip dapat terwujud disecara lini di Kota
Magelang, semoga kedepan arsip menjadi salah
satu instrumen vital dalam segala pengambilan
kebijakan

LKD Kota Magelang paska juara Tingkat Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2018 terus berinovasi untuk
mempertahankan predikat juara, dalam haliniyang
telah dilaksanakan pada Tahun 2019 diantaranya
telah terbentuknya OPD percontohan di 2 (dua)
OPD binaan setiap tahunnya, pengembangan

WAWASAN (@)

sestem kearsipan berbasis teknologi dan yang
tidak kalah penting menindaklanjuti dengan cepat
Hasil Monitoring Pengawasan Kearsipan Eksternal
yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang mendapat
predikat nilai BAIK .

Dengan hasil pengawasan kearsipan
tersebut akan dijadikan sebagai tolok ukur dalam
penyelenggaraan kearsipan yang memenubhi
prinsip, kaidah dan standar kearsipan di lingkungan
Pemerintah Kota Magelang.

Lembaga Kearsipan Derah Kota Magelang
terus berbenah diri dalam menghadapi segala
kekurangannya agar Pemerintah Daerah Kota
Magelang mengakui bahwa keberadaan Lembaga
Kearsipan sangat dibutuhkan, sama keberadaannya
dengan OPD-OPD lainnya.

Dengan masih adanya kekurangan-kekurangan
yang dihadapai selama ini upaya terus dilakukan
untuk penyempurnaan ke seluruh aspek, ini
membuktikan Tahun 2019 LKD Kota Magelang
mewakili Jawa Tengah ke Tingkat Nasional dengan
perstasi menjadi Juara Harapan Il Lembaga

Kearsipan Daerah terbaik Nasional
Selamat berjuang Kota Magelang.........
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Munadi, S.H.
Arsiparis Muda

rsip yang tercipta pada suatu instansi
umumnya masih tersimpan di berbagai
tempat dimana arsip tersebut tercipta.
Arsip-arsip tersebut umumnya belum
dikelola secara baik dan tepat sesuai
kaidah-kaidah manajemen kearsipan, sehingga
informasi yang tersimpan di dalamnya, baik sebagai
rujukan atau referensi pelaksanaan kegiatan
belum termanfaatkan secara optimal. Sementara
itu, masing-masing jenis dan media simpan arsip
yang berbeda memerlukan penanganan yang

berbeda pula. Jika sampai saat ini bermacam-
macam jenis dan media arsip sebagai
hasil dari pelaksanaan kegiatan juga belum

ditangani secara optimal, maka tidak menutup
kemungkinan informasi-informasi penting terkait
dengan pelaksanaan kegiatan akan berakhir di
tempat peleburan kertas atau di tempat sampah.

Dengan semakin meningkatnya kegiatan di
suatu unit kerja maka akan meningkat pula volume
arsip yang tercipta. Jika arsip-arsip yang tercipta
tersebut tidak segera ditangani secara cepat
dan tepat maka tidak menutup kemungkinan
ruang simpan arsip akan menjadi penuh dan
bahkan mungkin sudah tidak cukup menampung
lagi, yang akhirnya arsip menumpuk di kolong meja,
di atas almari, di pojok ruang kerja, atau di bawah
tangga dan sebagainya. Kondisi seperti itu dapat
menghadirkan pemandangan yang tidak sedap
bahkan dapat mengganggu kenyamanan kerja
serta rentan dengan kesehatan. Dari persoalan
tersebut perlu segera menyusun rencana besar
(grand design) untuk menata dan mengelola
kearsipannya.

Penyusunan grand design kearsipan perlu
segera disusun guna meningkatkan kualitas
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PENYUSUNAN
GRAND DESIGN KEARSIPAN

Politeknik Negeri Semarang

kearsipan lembaga / instansi pemerintah. Hal-hal
yang perlu diperhatikan dalam penyusunan grand
design kearsipan ini antara lain:
I. Membangun komitmen pimpinan di bidang
kearsipan
Komitmen pimpinan merupakan “sumber
pikiran” atau langkah awal dari suatu kegiatan,
dengan adanya komitmen pimpinan maka
pelaksanaan dari kegiatan lebih terarah dan lebih
baik.

Langkah-langkah untuk membangun komitmen

pimpinan antara lain :

a. Sosialisasi di bidang kearsipan
Sosialisasi dibidang kearsipan antara lain
penyampaian peraturan-peraturan dibidang
kearsipan, bintek kearsipan dan penyampaian
kewajiban perguruan tinggi dalam bidang
kearsipan dan informasi tentang arti penting
arsip bagi instansi terkait
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b. Pembinaan kearsipan

Pembinaan
Penyusunan

dilakukan  melalui:
bidang kearsipan,

kearsipan
Pedoman

Penyusunan SOP, melakukan Bimbingan teknis,

Bimbingan dan konsultasi

serta penilaian

kinerja arsiparis

Unjuk kerja / hasil kinerja kearsipan
Untuk menumbuhkan

kepedulian pimpinan

terhadap arsip, arsiparis juga melakukan unjuk
kerja / hasil kinerja melalui:

1.

Pengelolaan arsip dinamis
Dalam  pengelolaan arsip  dinamis
dibutuhkan instrumen pengelolaan

arsip dinamis. Instrumen pengelolaan

arsip dinamis ini sangat penting, karena

merupakan persyaratan yang harus
dipenuhi untuk mendapatkan pengelolaan
arsip dinamis yang efektif, efisien.

Instrumen pengelolaan arsip dinamis

meliputi : Tata Naskah Dinas, Klasifikasi

Arsip, Jadwal retensi Arsip dan Sistem

Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip

Keempat instrumen tersebut digunakan

dalam kegiatan pengelolaan arsip dinamis

yaitu :

a. Penciptaan arsip yang terdiri dari
pembuatan arsip menggunakan
instrumen tata naskah dinas, klasifikasi
arsip dan sistem klasifikasi keamanan
dan akses arsip.

b. Penggunaan arsip masih berdasarkan
kebutuhan dan sepengetahuan
pimpinan terkait, hal ini dikarenakan
belum ada sistem klasifikasi keamanan
dan akses arsip;

c. Pemeliharaan arsip yang meliputi
pemberkasan arsip aktif, penataan
arsip inaktif, penyimpanan arsip belum
melakukan alih media.. Pemberkasan
dan penyimpanan arsip pada unit
kearsipan masih berdasarkan surat
masuk dan surat keluar dan tidak
dilakukan pencatatan. Namun
demikian pemberkasan telah dilakukan
oleh arsiparis dengan menyusun daftar
berkas yang memuat : unit pengolah,
nomor berkas, kode klasifikasi, uraian

2.
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berkas, kurun waktu, jumlah dan
keterangan , dan penyusunan daftar isi
berkas yang memuat nomor berkas,
nomor item arsip kode klasifikasi,
uraian informasi, tanggal , jumlah dan
keterangan. Daftar berkas dan isi berkas
ini digunakan untuk menyusun daftar
arsip aktif sehingga tertata fisik dan
informasi arsip;

Penyusutan arsip menggunakan
instrumen JRA, kegiatan penyusutan
meliputi  pemindahan arsip inaktif
dari unit pengolah ke unit kearsipan,
pemusnahan arsip yang telah habis masa
retensinya dan penyerahan arsip dari
pencipta arsip ke lembaga kearsipan,
karena belum terbentuknya lembaga
kearsipan maka arsip disimpan di record
center.

Pengelolaan Arsip Statis
Pengelolaan arsip statis dilakukan oleh

Lembaga

kearsipan, Arsip Statis yang

disimpan merupakan arsip yang autentik,

terpercaya,

utuh dan dapat digunakan

dengan kriteria :

a.
b.
c.

Memiliki nilai guna kesejarahan;

Telah habis masa retensinya dan atau
Berketerangan dipermanenkan sesuai
JRA.

Pengelolaan arsip statis perlu
dikembangkan  secara  menyeluruh
meliputi :

a. Akuisisi arsip statis;
yaitu proses penambahan khasanah
arsip statis Lembaga Kearsipan (LK)
yang dilaksanakan melalui kegiatan
penyerahan arsip statis dan hak
pengelolaannya dari satuan kerja/
pencipta arsip (PA)

b. Pengolahan arsip statis;

Adalah Proses mengolah dan menata

informasi dan fisik arsip statis hasil

akuisisi di Lembaga Kearsipan sehingga

arsip mudah ditemukan berdasarkan

prinsip-prinsip pengaturan arsip (asal

usul dan aturan asli) dan standar

pengolahan arsip statis

Media Komunibasi & Informani Kearsipan Jawa Tengahs . B3
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c. Preservasi/ perlindungan arsip statis;
Kegiatannya meliputi
1) Preventif (adalah Penyimpanan,
pengendalian hama terpadu,
reproduksi atau alih media,
perencanaan menghadapi
bencana)
2) Kuratif (adalah Perawatan).
d. Akses arsip statis.
Pemanfaatan, pendayagunaan,
pelayanan arsip statis. Prinsip yang
harus dipegang dalam melakukan
akses arsip statis adalah prinsip
keutuhan, keamanan, dan keselamatan
arsip serta sifat keterbukaan dan
ketertutupan arsip.

Il. Pemenuhan sumber daya kearsipan
Sumber daya kearsipan merupakan “dapur”

atau bagian badan manusia , sehingga sangat

penting artinya untuk pengelolaan arsip yang baik.

Lpw kg

i iwpa
4 E beg o Escar dias

e e Riadh

Famn e

sumber daya ini harus dipenuhi guna
kelancaran pengelolaan arsip diinstansi pemerintah
termasuk didalamnya perguruan tinggi. Sumber
daya kearsipan terdiri dari :

A. Organisasi Kearsipan
Organisasi kearsipan terdiri dari: B.
1. UnitKearsipan yaitu satuan kerja pada pencipta
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yang berakibat penciptaan, penggunaan,

pemeliharaan dan penyusutan arsip belum

maksimal  sehingga kualitas  layanan
kearsipannya masih rendah. Sesuai dengan

Perka Anri no 20 tahun 2012 tentang Pedoman

Pengelolaan Unit Kearsipan di Lembaga

Negara disebutkan bahwa Nomenklatur unit

kearsipan, tidak digabungkan dengan fungsi

atau tugas yang tidak sejenis. Unit kearsipan
seharusnya melingkupi kegiatan pengelolaan
arsip dinamis sejak penciptaan, penggunaan
dan pemeliharaan serta penyusutan arsip,
seperti fungsi dan tugas pengurusan surat,
pemberkasan, pemindahan arsip inaktif,
pemusnahan dan penyerahan arsip, sehingga
bagi instansi yang belum mempunyai unit /
lembaga kearsipan perlu dibentuk Unit

Kearsipan secara mandiri, yang bertujuan:

¢ Mendukung dan memfasilitasi administrasi
dan pengembangannya,

e Menentukan dan menjamin bahwa institusi
menciptakan bukti kegiatan dan transaksi,
dan menyediakan akses terhadap bukt
tersebut bagi pengguna (internal dan
eksternal)

e Memelihara bukti kegiatan dan transaksi
institusi,

Lembaga Kearsipan

Bagi instansi yang belum membentuk unit

keasipan maka pengelolaan kearsipannya

dilakukan oleh subbag Tata Usaha. Lembaga
kearsipan yang nantinya terbentuk dipimpin
oleh pejabat struktural yang memiliki
kompetensi dibidang kearsipan yang diperoleh
melalui pendidikan formal dan atau pendidikan
dan pelatihan kearsipan. Lembaga kearsipan
mempunyai tanggung jawab mengelola arsip

statis dan melakukan pembinaan kearsipan di

lingkungannya.

Sumber Daya Manusia Kearsipan
Sumber daya manusia kearsipan terdiri dari

arsip yang mempunyai tugas dan tanggung pejabat struktural dibidang kearsipan, arsiparis dan
jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. Pada  fungsional umum di bidang kearsipan. Langkah-
instansi yang belum mempunyai Unit kearsipan  langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan
penyelenggaraan kearsipannya pada umumnya  sumber daya manusia kearsipannya adalah :

masih menghadapi beberapa permasalahan 1.
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Pembentukan organisasi kearsipan baik unit



Warta Arsip. VoL VIl No.l, JUNI 2019

kearsipan maupun lembaga kearsipan sesuai
dengan amanah Undang-undang nomor 43
tahun 2009 tentang kearisipan yang tertuang
dalam pasal 27 Undang-undang nomor
43 tahun 2009 tentang kewajiban instansi
pemerintah untuk membentuk unit kearsipan
dan lembaga kearsipan

2. Melakukan analisis jabatan untuk menghitung
beban kerja dan kebutuhan tenaga arsiparis
baik terampil maupun ahli, serta untuk
penghitungan grade arsiparis sesuai dengan
ketentuan ANRI,

3. Melakukan perekrutan tenaga fungsional
umum menjadi tenaga arsiparis baik melalui
jalur inpassing maupun alih fungsi maupun
pengangkatan pertama kali.

C. Sarana dan Prasarana Kearsipan

Sarana dan prasarana kearsipan berupa ruang
arsip inaktif sedangkan penempatan ruang arsip
aktif tersedia diruang kerja masing-masing unit
kerja. Peralatan rak, boks arsip dan folder juga
sudah tersedia termasuk sarana bantu penemuan
arsip antara lain daftar arsip aktif, daftar arsip
inaktif, daftar berkas dan daftar isi berkas.

Sesuai dengan Perka Anri nomor 20 tahun
2012, sarana dan prasarana kearsipan yang harus
dipenuhi antara lain :

a. Gedung arsip yang terdiri dari :

- Ruang transit arsip

- Ruang Pengolahan arip

- Ruang penyimpanan arsip
- Ruang restorasi arsip dan
- Ruang pelayanan arsip

b. Peralatan Arsip yaitu rak, boks, folder,

guide, out indicator, tickler file, roll o’pack

D. Sumber Anggaran Kearsipan

Sumber anggaran kearsipan untuk operasional
kearsipan sangat penting artinya dalam rangka
memberikan pelayanan prima di bidang kearsipan.

lll. Penyusunan Renstra Kearsipan.

Penyusunan rencana strategis (renstra)
kearsipan merupakan “bagian kaki” yang
menentukanarah, tujuan maju dan berkembangnya
lembaga kearsipan.

WAWASAN (@)

untuk

dimaksudkan
menentukan arah kebijakan dan strategi dari
lembaga kearsipan serta untuk menggali potensi

Renstra ini juga

dan permasalahan yang ada sehingga dapat
ditentukan arah dan tujuan dari suatu lembaga
kearsipan.
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eberapa waktu yang lalu, saya diminta
untuk menjadi narasumber di Kantor
Tim Penggerak PKK DIY. Saya diminta
untuk menyampaikan materi tentang

Pengarsipan  yang  Baik. Banyak
pengetahuan yang saya peroleh selain pengelolaan
arsip juga tentang seluk - beluk organisasi TP PKK.
Sengaja saya tulis dengan harapan dapat memberi
manfaat kepada para pembaca khususnya Arsiparis
dimanapun berada karena organisasi TP PKK tidak
hanya berada di Daerah Provinsi tetapi juga di
tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa, dan
pastinya juga di tingkat Pusat.

Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga (TP PKK)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang
diterbitkan oleh Balai Pustaka tahun 1996, yang
dimaksud organisasi adalah
Kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri
atas bagian-bagian (orang dan sebagainya) dalam
perkumpulandansebagainyauntuktujuantertentu,
atau kelompok kerja sama antara orang — orang
yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama.
Kemudian menurut Sentot Imam Wahjono dalam
bukunya Perilaku  Organisasi mendifinisikan
organisasi adalah wadah yang memungkinkan
masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya
tidak dapat dicapai secara individu.

Tim Penggerak PKK merupakan sebuah
organisasi yang dibentuk dari tingkat pusat sampai
tingkat desa. Organisasi tersebut berada dibawah
Kementerian yaitu Menteri Dalam Negeri yang
secara otomatis sebagai ketua dewan penyantun.
Selain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
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MENGENAL
SISTEM KEARSIPAN
DI TIM PENGGERAK PKK

Rusidi, Arsiparis Madya BPAD DIY

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, dan Kepala BKKBN juga sebagai anggota
dewan penyantun ditambah dari lembaga terkait
lainnya. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) pusat secara
otomatis istri Mendagri, dan di daerah secara
otomatis dijabat oleh istri pimpinan Kepala Daerah
yaitu Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, dan
Kepala Desa. Tim Penggerak PKK memiliki prinsip
universal dan independen, lebih menekankan
pada pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

Susunan Keanggotaan TP PKK secara umum
meliputi: Ketua Umum, Ketua, para Wakil
Ketua, Sekretaris dan para Wakil Sekretaris,
Bendahara dan para wakil Bandahara, Kelompok
Kerja (POKJA) 1, II, N, IV. Selain POKJA dapat
juga dibentuk POKSUS vyaitu Kelompok Khusus
sesuai keperluan. Selanjutnya Sekretariat TP PKK
terdiri atas ; Sekretaris dan para Wakil Sekretaris
yang bertanggungjawab terhadap tugas-tugas ;
Ketatausahaan, Pengorganisasian, Perencanaan,
Binda dan SPEM, Humas dan Kerjasama Antar
Lembaga, Urusan Rumah Tangga, dan Tata Usaha
kantor.

Pembentukan PKK diawali dengan adanya
Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor
SUS.3/6/12 tanggal 27 Desember 1972 kepada
Gubernur Jawa Tengah dan ditembuskan kepada
Gubernur seluruh Indonesia tentang Perubahan
Nama Pendidikan Kesejahteraan Keluarga menjadi
Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Selanjutnya
pada tanggal 4 Maret 1982 dilaksanakan Rakernas
| PKK di Hotel Jakarta dan kemudian tanggal 4
Maret ditetapkan sebagai Hari Kesatuan Gerakan
PKK.
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Tim Pengerak PKK memiliki tujuan yang mulia
yaitu turut serta dalam pembangunan nasional
melalui gerakan pembangunan keluarga yang
pengelolaannya dari oleh dan untuk masyarakat
guna mewujudkan keluarga vyang sejahtera
yang beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi luhur, sehat,
mandiri, berkeadilan maju, kesetaraan gender
serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Gerakan PKK memiliki visi Terwujudnya
keluarga yang beriman dan bertagwa kepada
Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia dan berbudi
luhur, sehat sejahtera, maju mandiri, kesetaraan
dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan
lingkungan. Sedangkan misi gerakan PKK meliputi:
1. meningkatkan mental spiritual, perilaku
hidup dengan menghayati dan mengamalkan
pancasila serta meningkatkan pelaksanaan hak
dan kewajiban sesuai dengan hak asasi manusia,
demokrasi, meningkatkan kesetiakawanan sosial
dan kegotong royongan serta pembentukan watak
bangsa yang selaras, serasi, dan seimbang. 2.
Meningkatkan pendidikan dan ketrampilan yang
diperlukan, dalam upaya mencerdaskan kehidupan
bangsa serta meningkatkan pendapatan keluarga.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan
keluarga, serta upaya peningkatan pemanfaatan
pekarangan melalui Halaman Asri, Teratur,
Indah, dan Nyaman (HATINYA) PKK, sandang dan
perumahan serta tata laksana rumah tangga yang
sehat. 4. Meningkatkan derajat kesehatan fisik
dan mental, kelestarian lingkungan hidup serta

membiasakan hidup berencana dalam semua
aspek kehidupan dan perencanaan ekonomi
keluarga dengan membiasakan menabung, 5.
Meningkatkan pengelolaan Gerakan PKK baik
kegiatan pengorganisasian maupun pelaksanaan
program- programnya yang disesuaikan dengan
situasi dan kondisi masyarakat setempat.

Tim Penggerak PKK setiap 5 tahun sekali
menyelenggarakan Rakernas untuk menyusun
Rencana/Program Kerja selama Lima Tahun.
Program PKK adalah 10 Program PKK yang meliputi:

1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
Gotong Royong
Pangan
Sandang
Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga
Pendidikan dan Ketrampilan
Kesehatan
Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
. Kelestarian Lingkungan Hidup
10. Perencanaan Kesehatan

©oONOG A WN

Pengelolan Arsip di TP PKK.

Pengelolaan arsip di lingkungan TP PKK
dilaksanakan berdasarkan Keputusan Ketua Umum
TP PKK nomor: 04/KEP/PKK.PST/VII/2010 tanggal
30 Juli 2010 tentang Hasil Rakernas VIl PKK Bidang
Administrasi PKK. Dalam Keputusan tersebut diatur
tentang beberapa hal antara lain :

1. Tata cara pembuatan surat

Tata cara pembuatan surat dalam Undang-

Undang Kearsipan Nomor 43 Tahun 2009 termasuk
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sub kegiatan penciptaan arsip. Dalam Keputusan
tersebut diatur beberapa hal antara lain tentang
siapa yanag harus membuat konsep surat, siapa
yang paraf dan dimana posisi paraf, siapa yang
bertanda tangan, bagaimana penomorannya, dll.

Jenis surat yang dibuat: Surat Keputusan,
Surat Kuasa, Surat Keterangan, Surat Biasa, Surat
Edaran, Surat Pengumuman, Surat undangan,
Surat Pengantar, Surat Tugas Piagam/Penghargaan,
Lembar Disposisi.

2. Pengendalian (pendistribusian)

Pengendalian surat di TP PKK menggunakan
Buku Agenda surat masuk dan surat keluar. Antara
buku agenda surat masuk dan buku agenda surat
keluar masing-masing tidak berdiri sendiri tetaapi
menjadi satu buku atau satu formulir. Selain buku
agenda, pengendalian surat juga menggunakan
lembar disposisi.

Secara garis besar, pengendalian surat atau
yang lebih dikenal dengan pengurusan surat
dilaksanakan sebagai berikut :

Surat masuk diterima oleh petugas di
sekretariat TP PKK dan selanjutnya dicatat dalam
buku agenda dan lembar disposisi. Setelah dicatat
selanjutnya disampaikan kepadaKetua TP PKKuntuk
didisposisi. Setelah surat didisposisi selanjutnya
diberikan kepada Sekretaris (sekretariat) untuk
ditindaklanjuti atau diteruskan sesuai dengan
disposisinya.

3. Penyimpanan Surat

Setelah surat selesai ditindaklanjuti selanjutnya

disimpan oleh petugas arsip di sekretariat dengan

ketentuan:

a. Surat yang bersifat khusus (surat keputusan,
surat kuasa, surat tugas, laporan) disimpan
berdasarkan masalah dan penomoran dan
tahun dikeluarkannya surat.

b. Surat/naskah yang berasal dari TP PKK atau
instansi pemerintah, LSM diatur berdasarkan
bidang kegiatan dan tahun diterima atau
dikeluarkan naskah tersebut.

c. Semua jenis surat/naskah disimpan dengan
menggunakan odner atau map biasa dan
ditulis judul tahun sesuai masalah atau nomor
kode yang sesuai dengan isinya
Tim Penggerak PKK dalam kegiatan pengurusan

surat, telah memiliki peraturan tersendiri yang

tertuang dalam Keputusan Ketua Umum PKK

nomor: 04/KEP/PKK.PST/VII/2010 tanggal 30

Juli 2010 tentang Hasil Rakernas VII PKK Bidang

Administrasi PKK, dengan ketentuan:

a. Nomor Urut/SKR.PKK/jenjang TPPKK/Bulan/
Tahun, untuk surat yang isinya bersifat umum.

b. Nomor Urut/Pokja/PKK/Bulan/Tahun, untuk
surat yang isinya menyangkut “POKJA”.

Selain surat juga terdapat arsip yang berupa
buku wajib PKK sebanyak 6 buku yaitu (buku daftar
anggota TP PKK dan Kader PKK, buku agenda surat
masuk/keluar, buku keuangan buku notulen, buku
inventaris, buku kegiatan). Apabila diperlukan
dapat menambah buku lain seperti buku tamu.
Buku catatan di kelompok PKK dusun/lingkungan
RW, RT dan kelompok dasa wisma meliputi buku/
catatan kelompok PKK dusun/Lingkungan, buku/
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catatan kelompok PKK rukun warga, catatan
kelompok PKK rukun tetangga, catatan kelompok
dasa wisma. Setiap akhir tahun buku—buku tersebut
ditutup tetapi tidak perlu ganti buku sehingga
dapat dipakai untuk tahun berikutnya.

Selain surat, dan buku, TP PKK juga memilki
Sistem manajemen Informasi (SIM) PKK. Sistem
ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data dan
informasi secara sistematis mengenai 10 Program
Pokok PKK yang diharapkan mampu menyajikan
kembali data dan informasi secara cepat, tepat,
dan akurat serta menyeluruh mulai dari tingkat
dasawisma, desa, kelurahan, kecamatan,
kabupaten, provinsi, dan pusat. Data dimaksud
dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan
rencana kerja, evaluasi, dan tindak lanjut kegiatan

Dari keseluruhan arsip yang dimiliki, TP PKK
membedakan arsip dalam 3 kelompok yaitu:

a. Arsip dinamis, arsip yang masih digunakan
secara langsung dalam perencanaan,
pelaksanaan serta penyelenggaraan tugas
di lingkungan TP PKK

b. Arsip semi statis, arsip yanag jarang
digunakan atau tidak langsung digunakan
dalam perencanaan, pelaksanaan dan
penyelenggaraan tugas sehari-hari tetapi
masih disimpan untuk kepentingan yuridis,

sejarah dll.
c. Arsip statis adalah arsip yang digunakan
sebagai bahan  pertanggungjawaban

yurudis sejarah dan lain-lain. Berdasarkan
keamanan arsip dibedakan antara arsip
biasa dan arsip rahasia
4. Penggunaan
Penggunaan arsip harus di kantor. Arsip tidak
boleh dibawa pulang. Apabila sangat diperlukan,
peminjaman arsip harus seijin Sekretaris Umum/
Sekretaris. Arsip asli tetap harus berada di
sekretariat, dan apabila diperlukan dapat di foto
copy.
5. Pemusnahan
Kegiatan pemusnahan dilakukan pada waktu-
waktu tertentu minimal 5 tahun sekali oleh suatu
Tim yang dibentuk oleh ketua umum atau ketua TP
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PKK dengan dibuatkan berita acara. Pemusnahan
yang menyimpang dari ketentuan tersebut hanya
dapat dilakukan atas keputusan ketua umum di
pusat atau ketua TP PKK.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan
bahwa TP PKK belum memiliki Jadwal Retensi Arsip.
Arsip dapat dimusnahkan apabila minimal sudah
disimpan/berumur lima tahun. Dalam Undang
- Undang Nomor 43 Tahun 2009, pemusnahan
merupakan salah satu bentuk penyusutan, selain
pemindahan dan penyerahan. Penyusutan arsip
dilaksanakan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip
yang dibuat oleh pencipta arsip sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Penutup

Berdasarkan Keputusan Ketua Umum Tim
Penggerak PKK nomor: 04/KEP/PKK.PST/VII/2010
tanggal 30 Juli 2010 tentang Hasil Rakernas VII
PKK Bidang Administrasi PKK, maka secara umum
penyelenggaraan arsip di TP PKK sudah sesuai
dengan Undang - Undang Kearsipan Nomor 43
Tahun 2009, yang didalamnya mengatur tentang
tata naskah dinas, pengendalian, penyimpanan,
dan pemusnahan. Seandainya ada beberapa hal
yang perlu disesuaikan adalah sesuatu yang wajar
karena keputusan tersebut dikeluarkan tahun 2010
yaitu setahun setelah di tetapkan Undang - Undang
Kearsipan. Petunjuk pelaksanaan Undang - Undang
Kearsipan sendiri baru ditetapkan tahun 2012.
Demikian, semoga tulisan ini bermanfaat. Aamiin.

Daftar Pustaka

Tim Penggerak PKK Pusat, 2010, Hasil Rapat
Kerja Nasional VIl PKK Tahun 2010, Jakarta

Undang — Undang Nomor 43 tahun 2009
Tentang Kearsipan

Keputusan Ketua Umum TP PKK Nomor: 04/
KEP/PKK PST/VI1/2010 tanggal 30 Juli 2010 Tentang
Hasil Rakernas VII PKK Bidang Administrasi PKK.

Kamus Besar Bahasa Indonesia ; Balai Pustaka,
Jakarta : 1996 Wahyono, Sentot Imam. 2010,
Perilku Organisasi, Yogyakarta: Graha limu.
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erbicara kearsipan adalah berbicara

mengenaitumpukan dokumen arsip, baik

statis maupun dinamis. Keberadaannya

memang banyak yang menganggap

sepele, padahal ketiadaannya membuat
orang yang bersangkutan frustasi dan kebingungan
bagai orang buta kehilangan tongkat penunjuk
jalan.

Menurut sejarawan Prof. Dr. A. Sartono
Kartodirdjo dalam bukunya Pendekatan llmu Sosial
dalam Metodologi Sejarah mengatakan bahwa
dokumen merupakan pangkal tolak sejarah.
Senada dengan ucapan Louis Gottschalk, sejarawan
Amerikayang mengatakan: nodocumentno history.
Sementara itu Langlois dan Seignobos, sejarawan
Prancis mengatakan bahwa sejarah disusun atau
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Profetik dan Sadar Kearsipan,
sss« Apa Hubungannya?

Firdan Fadlan Sidik
(Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam, IAIN Salatiga)

direkonstruksi dari dokumen. Dokumen atau arsip
merupakan sumber primer untuk penulisan sejarah
karena menyimpan rekaman peristiwa dan memori
kolektif yang menjadi bukti adanya peristiwa yang
terjadi pada masa lampau. Penulisan sejarah tidak
akan dapat dihasilkan jika tidak tersedia dokumen.
Ketidaklengkapan dokumen kerap kali menjadi
penghalang penulisan sejarah dari suatu peristiwa,
lembaga, organisasi, tokoh, dan sebagainya.
Menurut Undang-Undang no. 43 tahun 2009
tentang Kearsipan, secara garis besar terdapat
dua jenis arsip, yaitu arsip dinamis dan arsip
statis. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan
secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip
dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
Sedangkan arsip statis adalah arsip yang
dihasilkan oleh pencipta arsip karena
memiliki nilai guna kesejarahan, telah
habis retensinya, dan berketerangan
dipermanenkan yang telah diverifikasi
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baik langsung maupun tidak langsung oleh Arsip
Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan/atau
lembaga kearsipan.

Arsip dinamis berdasarkan pada kepentingan
penggunaannya dapat dibedakan menjadiduayaitu
arsip dinamis aktif dan arsip dinamis inaktif. Arsip
dinamis aktif merupakan arsip yang secara langsung
dan terus menerus dibutuhkan dan dipergunakan
di dalam penyelenggaraan administrasi. Ada pun
arsip dinamis inaktif merupakan arsip-arsip yang
frekwensi penggunaannya untuk penyelenggaraan
administrasi sudah semakin berkurang.

Pemerintah kolonial Belanda pada zamannya
mempekerjakan pribumi yang buta huruf untuk
menjaga kearsipan kolonial. Hal ini ditujukan
supaya mereka tidak mengetahui informasi dari
arsip dan dokumen pemerintahanan kolonial.
Pejabat Belanda tidak ingin dokumen privasi
miliknya diketahui oleh pribumi. Dengan demikian,
arsipnya terjaga dari kebocoran informasi.

Namun jika ditarik ke dalam konteks kekinian,
pengidentikkan Arsiparis sebagai orang yang
buta huruf sudah tidak berlaku lagi. Justru
malah sebaliknya. Arsiparis adalah orang yang
berintelektual tinggi. Bukti sadar pentingnya
menjaga arsip adalah wujud nyata kecerdasannya.
Arsiparis adalah agent of change atau generasi
pembawa perubahan dimana ia mampu menata
dokumen-dokumen secara rapi, menyusun strategi
administrasi yang baik dan transparan, serta
mewujudkan generasi yang bersih dan terstruktur.
Dalam hal ini penulis akan menarik benang dari
sudut pandang profetik terhadap kearsipan.

Apa itu Profetik ? —

Profetik berasal dari kata |
prophet
Istilah ini pertama kali dikenalkan
oleh Kuntowijoyo (1991) melalui
gagasannyamengenaipentingnya
ilmu sosial transformatif.
Profetik adalah seperangkat
teori yang tidak hanya
mendeskripsikan dan %

i
yang berarti Nabi. 4 ‘g
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mentransformasikan gejala sosial, dan tidak pula
hanya mengubah suatu hal demi perubahan.
Namun lebih dari itu. Profetik adalah pendidikan
yang selaras dengan kenabian Muhammad dan
di dalamnya terkandung tiga muatan, vyaitu
humanisme, libersi, dan transendensi (Wahyu,
2016). Secara normatif-konseptual, paradigma
rofetik versi Kuntowijoto didasarkan pada Qur’an
Surat Ali Imran ayat 110 yang artinya: Engkau
adalah umat terbaik yang diturunkan di tengah-
tengah manusia untuk menyuruh kepada yang
ma’ruf dan mencegah kemungkaran dan beriman
kepada Allah.

Sadar kearsipan adalah suatu sikap yang
selaras dengan sifat Nabi Muhammad. Mari kita
perinci satu per satu melalui telaah hubungan
antara sifat Nabi Muhammad dengan kearsipan.

Sifat Nabi yang pertama adalah Shidiq, yang
penulis tafsirkan dengan jujur berintegritas.
Rasulullah memiliki sifat jujur, benar, beintegritas
tinggidanterjagadarikesalahan, sertabenardalam
bertindak berdasarkan hukum dan peraturan.
Sifat Siddik Rasulullah dapat diimplementasikan
dalam dunia kearsipan dengan menjunjung tinggi
nilai kejujuran yang tercermin dalam kesadaran
untuk menjaga arsip. Seseorang yang sadar arsip
akan menjaga arsip dengan baik karena ia tahu
bahwa arsip ini akan dibutuhkan suatu saat nanti
sebagai bukti dan pembenaran ketika dibutuhkan.
Hal ini termasuk upaya untuk menjunjung tinggi
kejujuran bagi setiap orang.

Kedua, Nabi memiliki sifat amanah.
Seorang Arsiparis dituntut
untuk berlaku amanah
kepada masyarakat.
la  harus  menunaikan
hak atas arsip yang harus
dikonsumsi oleh masyarakat
umum dan menjaga arsip
yang dikecualikan, vyaitu
arsip yang berada di bawah
lindungan hukum untuk
tidak dipublikasikan.
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Hal ini ditujukan supaya untuk menjaga kerahasiaan
tokoh yang terkait karena jika dokumen tersebut
diketahui banyak orang, khawatir akan terjadi hal
yang tidak diinginkan. Dalam sifat ini juga termasuk
sikap loyalitas, yaitu kemauan untuk melindungi
seseorang, baik secara fisik maupun emosi. Nabi
Muhammad sangat menyayangi umatnya, beliau
selalu menginginkan keselamatan dan kebaikan bagi
umatnya. Seorang Arsiparis menjaga keselamatan
keluarga oknum dengan mengamankan arsip yang
dikecualikan.

Sifat yang ketiga, yaitu tabligh (menyampaikan).
Nabi Muhammad selalu konsisten dalam bersikap.
Antara ucapan dan perbuatan yang dilakukan
tidak terjadi pertentangan. Arsiparis harus mampu
bersifat terbuka mengenai informasi apapun yang
wajib diketahui oleh semua orang. Informasi arsip
yang ada harus disampaikan kepada masyarakat,
tidak boleh disembunyikan kecuali jika arsip itu
dikecualikan.
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Sifat Nabi yang terakhir adalah fathonah
(cerdas). Rasulullah memiliki intelektual,
emosional dan spiritual yang tinggi, serta
cerdik sehingga bisa mencari jalan keluar
dari berbagai kesulitan. Seorang Arsiparis
juga harus memiliki kecerdasan dalam
pengetahuan dan kecerdasan. Tidaklah
mungkin seorang Arsiparis bisa menata
dan mengelola jenis arsip dengan baik jika
kapasitas  kualifikasi  keilmuannya tidak
mencukupi.

Demikianlah persepsi profetik dalam
memandang  kearsipan yang semakin
memerinci bahwa Arsiparis di era milenial
adalah seorang intelektual agen perubahan
(agent of change). Semakin tinggi kesadaran
kita akan pentingnya arsip, semakin kita
mendekati sifat-sifat Nabi yang terinterpretasi
dalam pendidikan profetik.



Pengumpulan data dan pengambilan gambar
dalam rangka Penyusunan Naskah Sumber Arsip dalam bentuk
Tayangan ‘Sejarah Kopi’ di Kabupaten Purbalingga, 22 Maret 2019
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